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MOTTO 

 شاهدين الشرط إسلام جلي و ولا يصح العقد إلا بالولي *

 )ابن رسلان(

 “tidaklah sah akad nikah tanpa adanya wali  

serta dua orang saksi, syaratnya haruslah jelas keislamannya” 

(Ibnu Ruslan) 

    

 فقدم التزويج اذ لا ضرر  * العلم قدم والزواج اخر

“dahulukanlah ilmu dan akhirkanlah menikah,  

dahulukanlah menikah bilamana tiada bahaya”

 

 

  

                                                             

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ABSTRAK 

M. Muhyiddin Tajul Mafakhir, 2021: Tarjih Maqashidiy Kontradiksi Nash 

Persyaratan Wali dalam Akad Nikah. 

Dalam proses perumusan hukum Islam tidak jarang para ulama berbeda 

pendapat dikarenakan perbedaan dalil yang mereka pakai. Nash sebagai sumber 

hukum kadang kala terkesan saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Pada 

titik ini, terjadilah yang namanya ta’arudl yang harus dicari solusinya agar sebuah 

hukum tidak terkesan abu-abu dan meragukan. Ulama menawarkan beberapa solusi 

untuk menyelesaikan adanya ta’arudl yang salah satunya adalah tarjih. Tarjih adalah 

metode mengunggulkan salah satu dari dua pendapat yang saling bertentangan. Salah 

satu model tarjih ialah tarjih maqashidiy atau praktik tarjih yang berlandaskan nilai-

nilai maqashid syariah. Skripsi ini akan membahas ta’arudl yang terjadi pada 

perbedaan pendapat mengenai persyaratan wali dalam akad nikah. Jumhur ulama 

mengatakan wali merupakan syarat dalam akad nikah, sedangkan Hanafiyah tidak 

mensyaratkan wali dalam akad nikah.  

Ada dua fokus pembahasan pada skripsi ini, yaitu: 1) Bagaimana pendapat 

ahli fikih terkait persyaratan wali dalam akad nikah serta apa saja argumentasi 

mereka? 2) Bagaimana implementasi tarjih maqasidhiy dalam nash-nash syariah 

yang saling bertentangan perihal persyaratan wali dalam akad nikah? Berangkat dari 

fokus masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:  1) Mengetahui apa saja 

pendapat dan argumentasi ahli fikih terkait persyaratan wali dalam akad nikah, dan 2) 

Menjabarkan bagaimana praktik tarjih maqasidhiy pada nash yang saling 

bertentangan yang terdapat dalam persyaratan wali dalam akad nikah.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang 

bersifat kepustakaan. Artinya, sumber data yang digunakan sebatas pada sumber data 

sekunder. Dengan metode ini, dilakukanlah pendekatan analisis diskriptif pada objek 

kajian yang pada taraf selanjutnya akan dilakukan uji komparatif terhadap objek 

kajian.  

Hasil penelitian ini melahirkan dua kesimpulan: 1) Persoalan mengenai 

disyaratkan atau tidaknya seorang wali dalam akad nikah secara garis besar terbagi 

menjadi dua kelompok. Mayoritas ulama menganggap wali sebagai syarat dalam akad 

nikah berdasarkan dalil-dalil yang mereka kemukakan. Sedangkan ulama Hanafiyah 

menggap wali bukanlah syarat dalam akad nikah berdasarkan dalil yang mereka 

pegang. 2) Implementasi dari tarjih maqashidiy terhadap dalil kedua golongan yang 

saling kontradiktif dapat terselesaikan melalui tiga pendekatan; jalb al-manfaat wa 

dar’u al-mafsadat, pertimbangan maslahat, serta al-dlaruriyat al-khoms. Kesemuanya 

mengunggulkan dalil yang dikemukakan jumhur sebagai pendapat yang lebih kuat 

dari sisi maqashid.     

 

Kata Kunci : Tarjih, Maqashid Syariah, Ta’arudl, wali.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Agama Islam dibangun di atas tiga bagian penting yakni akidah, syariah, 

dan akhlak. Ketiga komponen ini adalah pondasi yang mendasari agama yang 

mulia. Yang dimaksud dengan akidah adalah percaya terhadap rukun-rukun 

Islam; percaya kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, Rosul-Rosul, serta percaya 

terhadap ketetapan yang dibuat oleh-Nya. 

Sedangkan syariat diturunkan sebagai media untuk mensistematisasi 

praktik yang terjadi dalam diri manusia dalam hubungannya dengan dirinya 

sendiri serta orang lain. Hal ini sangat berkaitan erat dengan praktik, akan tetapi 

tidak semua praktik berkaitan dengan syariat. Praktik-praktik yang berkaitan 

dengan syariat hanyalah sebagian kecil saja yang dapat dirangkum dengan 

adanya nash al-Qur‟an dan hadist atau berasal dari qiyas terhadap apa yang ada 

dalam al-Qur‟an dan hadist.  

Aspek-aspek lain yang tidak tersentuh akidah dan syariat masuk dalam 

katagori akhlak. Akhlak adalah asas dari setiap sesuatu, alasan terjadinya sesuatu 

bahkan menjadi tujuan dari setiap sesuatu. Iman dan syariat tidaklah berarti 

jikalau tidak dikaitkan dengan akhlak sebagai pola hidup manusia yang dengan 
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adanya akhlak dapat mengaitkan antara praktik manusia terhadap tuhannya, 

dirinya sendiri serta orang lain.  

Dimensi fikih hanya terkhusus pada syariat saja dikarenakan syariat 

adalah agama sepenuhnya sedangkan fikih adalah pengetahuan terhadap hukum-

hukum syariat (agama) yang bersifat praktik yang diambil dari beberapa dalil 

terperinci.
1
  

Sa‟duddin Mas‟ud al-Taftazani memberikan definisi alternatif tentang 

fikih. Beliau berkata: 

بالأحكام الشرعية العملية على ما مر فهي إما أن تتعلق فالحاصل أن الفقو ىو العلم 
بأمر الآخرة وىي العبادات, أو بأمر الدنيا وىي إما أن تتعلق ببقاء الشخص وىي 
المعاملات, أو ببقاء النوع باعتبار المنزل وىي المناكحات, أو باعتبار المدنية وىي 

رحمو الله تعالى الفقو أربعة العقوبات وبهذا الاعتبار والترتيب جعل أصحاب الشافعي 
 .أركان فأسباب كل من ذلك ما يناسبو على التفصيل

Kesimpulannya fikih merupakan ilmu mengenai hukum-hukum syariat 

yang bersifat praktik atas apa yang telah disebutkan. Fikih adakalanya 

berkaitan dengan perkara akhirat yakni ibadah. Adakalanya berkaitan 

dengan perkara dunia; bisa jadi berkaitan dengan orang lain yakni 

muamalah, bisa jadi berkaitan dengan model yang lain seperti rumah 

tangga yakni disebut munakahat, atau berkaitan dengan pengadilan yakni 

uqubat. Dengan dasar dan urutan ini, ashab Syafi‟iyah menjadikan fikih 

menjadi empat rukun yang sebab-sebab setiap rukunnya sesuai dengan 

apa yang telah dirincikan.
2
 

 

 

                                                             
1
 Ibn Qosim al-Ghazi, Fath al-Qorib al-Mujib (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islami, 2014), 8; 

Kementerian Wakaf dan Keislaman Kuwait, Al-Mausu‟ah al-Fiqhiyah (Kuwait: Dar al-Shofwah, 

1995), juz 1, 13; Departemen Riset Akademik, Ifta, Panggilan dan Bimbingan, Majallat al-Buhus al-

Islamiyah (al-Maktabah al-Syamilah, http://www.alifta.com), juz 27, 124. 
2
 Sa‟duddin Mas‟ud al-Taftazani, Syarh al-Talwih „ala al-Taudih (Bairut: Dar al-Kutub al-

Ilmiyah, 1996), juz 2, 301. 

http://www.alifta.com/
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Ulama lain mendefinisikan fikih dengan pemahaman mujtahid terhadap 

syariat (agama) itu sendiri. Apabila ijtihad mereka mencapai kebenaran dalam 

pemahamannya maka di sinilah terjadi sinkronisasi antara fikih dan syariat. 

Sedangkan bila mereka jatuh kepada lubang kesalahan maka ijtihad mereka 

tidaklah keluar dari dimensi fikih meskipun tidak bisa juga dikatakan sebagai 

syariat secara pasti.  

Di antara dalil-dalil tafshiliy yang disepakati ulama ialah al-Qur‟an dan 

hadis. Al-Qur‟an adalah firman Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril 

kepada Rasulullah saw. Muhammad bin Abdullah dengan berbahasa arab serta 

kebenaran maknanya. Al-Qur‟an diturunkan sebaagai hujjah bagi Rasul atas 

kerasulanya serta pedoman bagi manusia dan membacanya dianggap sebagai 

ibadah.  Al-Qur‟an terkodifikasikan di antara dua sampul, diawali surah al-

fatihah dan diakhiri oleh surah an-nas serta sampai kepada kita melalui jalan 

yang mutawatir
3
 baik secara tulisan ataupun secara lisan dari generasi ke 

generasi, dijaga dari setiap perubahan dan penggantian
4
 yang merupakan bukti 

dari firman Allah:  

 وَإِنَّا لَوُ لَحاَفِظُونَ إِنَّا نََْنُ نَ زالْنَا الذكِّْرَ 

                                                             
3
 Mutawatir dalam bahasa memiliki arti yang sama dengan mutatabi‟, artinya beruntun atau 

beriring-iringan antara satu dengan yang lain tanpa ada jarak. Sedangkan menurut istilah khabar yang 

diriwiyatkan oleh sejumlah besar orang yang menurut adat mustahil mereka bersepakat terlebih dahulu 

untuk berdusta. baca: M. Ma‟shum Zein, Ilmu Memahami Hadist Nabi (Yogyakarta: Pustaka 

Pesantren, 2016), 175. 
4
 Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul al-Fiqh (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2013), 17. 
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Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al Quran, dan 

sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya 
 5  

 

 

Al-Qur‟an adalah kaidah Islam, poros hukum, pelindung bagi umat 

beragama, tanda-tanda kerasulan serta bukti dari benarnya agama yang ia bawa. 

Kehujjahan Al-Qur‟an dan kewajiban mengamalkannya telah diketahui secara 

pasti dalam agama ini sehingga tidak perlu memunculkan dalil sebagai 

pembuktianya, hal ini adalah arti dari beribadah dalam agama.  

Ayat al-Qur‟an berjumlah lebih enam ribu ayat. Sebagian membahas 

mengenai tauhid serta dalil-dalil yang berkaitan dengannya, menolak akidah-

akidah sesat serta penetapan status kenabian. Di dalamnya juga membahas hari 

kiamat serta keadaannya, membahas surga dan neraka, janji dan ancaman, cerita 

umat masa lalu, nasihat, pengingat, pemujian terhadap Allah serta mengingat 

nikmat-nikmat-Nya, penjelasan terkait sifat-sifat Allah yang mulia, nama-nama-

Nya yang baik serta tata cara pemujian dan penyucian terhadap-Nya dan lain-

lain. Adapun jumlah ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum ialah seratus lima 

puluh ayat akan tetapi sebagian ulama berpendapat kurang lebih lima ratus ayat.
6
 

Dalam hal kehujjahan al-Qur‟an, para ulama berbada pendapat. Imam 

Abu Hanifah sependapat dengan jumhur ulama bahwa al-Qur‟an merupakan 

sumber hukum islam. Namun, menurut sebagian besar ulama, Imam abu hanifah 

                                                             
5
 QS. Al-Hijr ayat: 9. 

6
 Muhammad bin Alawi al-Maliki, Syariatullah al-Khalidah (Surabaya: Haiah al-Sofwah, 

2015), 13. 
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berbeda pendapat dengan jumhur ulama mengenai al-Qur‟an itu mencakup lafadz 

dan maknanya atau maknanya saja.
7
   

Adapun definisi dari hadist ialah sesuatu yang disandarkan kepada nabi 

baik berupa ucapan, perilaku, ataupun penetapannya ataupun disandarkan kepada 

sahabat dan tabi‟in.
8
 Hadist berada di tingkat kedua setelah al-Qur‟an.

9
 Oleh 

karena itu ketika ditemukan ayat al-Qur‟an yang sharih maka ayat ini lebih 

didahulukan daripada sebuah hadist. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak 

diperselisihkan oleh ulama karena sahabat tidak pernah bertanya kecuali atas apa 

yang tidak ditemukan di dalam al-Qur‟an. Sudah maklum diketahui bahwasannya 

sunnah dapat diamalkan –walau hanya hadis ahad- sesuai kesepakatan ulama 

berdasarkan firman Allah swt. : 

 وَمَا يَ نْطِقُ عَنِ الْْوََى   
Dan tiada yang diucapkannya (Muhammad) berasal dari hawa nafsu. 

Tentang kehujjahan hadist, para ulama sepakat bahwa hadist sahih 

merupakan sumber hukum. Namun, mereka berbeda pendapat dalam menilai 

kesahihan suatu hadist. Kebanyakan para ulama hadist menyepakati bahwa 

dilihat dari aspek sanad, hadist terbagi menjadi mutawatir dan ahad. Kemudian 

hadist ahad terbagi menjadi tiga; masyhur, aziz dan gharib.
10

 

                                                             
7
 M. Noor Harisuddin, Pengantar Ilmu Fiqih (Surabaya: Pena Salsabila, 2019), 68. 

8
Muhammad bin Alawi al-Maliki, Al-Qowaid al-Asasiyah fi Ilmi Mustholah al-Hadist 

(www.maktabana.com. 2017), 10. 
9
 Muhammad bin Alawi, Syariatullah al-Khalidah, 15. 

10
 M. Noor Harisuddin, Pengantar Ilmu Fiqih, 72. 

http://www.maktabana.com/


digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

6 

 

Jumlah hadist yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih ialah sekitar 

lima ratus hadist.
11

 Hadist berfungsi sebagai penguat, penjelas, tafsir, takhsis, 

serta pengganti atas apa yang ada dalam al-Qur‟an. Terkadang al-Qur‟an tidak 

menjelaskan syariat baik secara umum atau terperinci seperti shalat witir dan 

hukuman zina. Sedangkan sunnah menetapkan halalnya perkara yang halal dan 

haramnya perkara yang haram seperti haramnya menikahi perempuan serta 

bibinya, inilah yang dinamakan sunnah mustaqillah.  

Adanya keumuman al-Qur‟an dan banyaknya hadist merupakan sebab 

adanya ikhtilaf dalam fikih, adakalanya ikhtilaf makna lafad arab disertai 

susunan lafadnya, ikhtilaf mengenai periwayatan, ikhtilaf mengenai sumber, 

ikhtilaf mengenai  kaidah  usuliyah, ijtihad menggunakan qiyas atau kontradiksi 

dan tarjih di antara beberapa dalil.
12

 

Pembahasan ini adalah pembahasan mengenai kontradiksi dan tarjih di 

antara beberapa dalil sebagai sebab atas adanya perbedaan hukum. Pembahasan 

ini adalah pembahasan yang  sangat luas serta penuh akan perbedaan teori yang 

banyak diperdebatkan. Pembahasan ini juga menyinggung masalah ta‟wil
13

, 

ta‟lil
14

, jam‟u wa taufiq
15

, serta nasakh
16

, dan tidaknya dalil.  

                                                             
11

 Muhammad bin Alawi al-Maliki, Syariatullah al-Khalidah, 21-22. 
12

 Muhammad bin Alawi al-Maliki, Syariatullah al-Khalidah, 25. 
13

 Ta‟wil menurut bahasa adalah kembali. Menurut istilah adalah memberikan penjelasan 

mengenai hakikat suatu lafadz. Baca: Abu Nizhan, Buku Pintar Al-Qur‟an (Jakarta: Quantum Media, 

2008),  43. 
14

 Metode untuk menemukan „Illat (alasan). Baca: Isnan Ansori, Mengenal Tafsir Ahkam 

(Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 30. 
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Sebuah ta‟arudl (kontradiksi) bisa terjadi antara nash satu dengan yang 

lainnya ataupun antara satu qiyas dengan qiyas lainnya. Sedangkan ta‟arudl yang 

terjadi pada sunnah mencakup ruang lingkup ucapan, perilaku, serta penetapan-

penetapan beliau serta bisa juga terjadi karena perbedaan sebab dan sifat 

penyampaian Rosul baik secara politis atau fatwa. Menghilangkan ta‟arudl 

adalah salah satu sebab terpenting bagi sebuah hukum dalam maqashid syariah 

meskipun secara teori urutan dan tingkatan maqashid masih diperdebatkan.
17

 

Di antara khilaf yang populer yang sering dijumpai adalah persyaratan 

adanya wali dalam akad nikah. Ulama memiliki dua hujjah berbeda dalam 

permasalahan sah tidaknya nikah tanpa wali bagi seorang perempuan:
18

 

a. Pandangan Hanafiyah menyatakaan perihal sahnya menikah dengan 

ungkapan wanita itu sendiri baik ijab maupun qobulnya tanpa adanya wali. 

b. Pandangan Jumhur menyatakan akad nikah bisa batal apabila tidak ada wali. 

Ibn Rusyd berkata bahwa adanya khilaf ini disebabkan oleh tidak adanya 

nash yang jelas baik al-Qur‟an ataupun hadist yang membahas terkait 

persyaratan wali dalam pernikahan. Ayat dan hadist yang dijadikan hujjah bagi 

golongan yang mewajibkan adanya wali dalam pernikahan masih berstatus 

                                                                                                                                                                              
15

Metode mengumpulkan dalil-dalil yang terlihat kontradiktif, kemudian 

mengkompromikannya, hasil kompromi inilah yang menjadi hasil hukum. Baca: Sapiudin Shidiq, 

Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2017), 244. 
16

 Metode yang membatalkan salah satu dalil hukum, oleh karena itu metode nasakh  

digunakan jika dalil yang kontradiktif tidak dapat ditarjih. Baca: Sofyan A. P. Kau, Ushul Fiqh: Dari 

Nalar Kreatif Menuju Nalar Progresif (Malang: Inteligensia Media, 2020), 130.  
17

 Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), juz 1, 

27. 
18

 Wahbah al-Zuhaili, Syart al-Wilayah fi „Aqdi al-Zuwaji (Damaskus: Dar al-fikr, 2001), 9. 
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ihtimal dan tidak sharih maknanya. Begitu juga ayat dan hadist yang menjadi 

dasar dari golongan yang tidak mensyaratkan wali dalam nikah. Hadist-hadist 

tersebut selain ihtimal dari segi lafadznya juga ihtimal dari segi kesahihannya 

kecuali hadist dari Ibnu Abbas, meskipun hadits yang digugurkan tidak memiliki 

dalil karena secara asal berlaku kaidah terbebasnya tanggungan.
19

 

Dari aspek inilah kita hendaknya mengetahui setiap dalil yang ditawarkan 

oleh dua golongan (Jumhur dan Hanafiyah) serta kehujjahan mereka dalam 

persyaratan wali dalam nikah. Sehingga kita dapat mengetahui solusi dari 

permasalahan yang saling bertentangan ini. Oleh karena itu peneliti mengangkat 

judul “Tarjih Maqashidiy Kontradiksi Nash Persyaratan Wali dalam Akad 

Nikah” 

B. Fokus Penelitian  

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Apa saja dalil yang digunakan oleh mazhab Hanafi dan Jumhur ulama terkait 

persyaratan wali dalam akad nikah? 

2. Bagaimana implementasi tarjih maqasidhiy dalam nash-nash syariah yang 

saling bertentangan perihal persyaratan wali dalam akad nikah? 

C. Tujuan Penelitian  

                                                             
19

 Abu al-Walid ibn Rusyd, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid (Bairut: Dar al-

Kutub al-Ilmiyah, 2017),  441. 
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Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya maka tujuan penelitian dapat 

dikategorikan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apa saja pendapat dan argumentasi ahli fikih terkait 

persyaratan wali dalam akad nikah. 

2. Untuk menjabarkan bagaimana praktik tarjih maqasidhiy pada nash yang 

saling bertentangan yang terdapat dalam persyaratan wali dalam akad nikah. 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis: sebagai tambahan khazanah ilmu pengetahuan terutama 

dalam diskursus fikih dan ushul fikih lebih spesifik terkait pembahasan 

hukum keluarga. 

2. Manfaat praktis: untuk memudahkan masyarakat secara umum serta 

mahasiswa hukum keluarga secara khusus dan membantu mereka perihal 

membahas apa yang berkaitan dengan ilmu fikih dan ushul fikih pada bab 

perwalian dalam akad nikah. 

E. Definisi Istilah 

Dalam sub bab ini akan dibahas beberapa definisi dari istilah-istilah 

penting yang sangat berkaitan dengan judul penelitian di atas. Di antaranya: 

1. Implementasi  
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Menurut kamus Inggri Indonesia kata implementasi berasal dari kata 

„implementation‟ yang artinya pelaksanaan.
20

 Sedangkan, menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia kata implementasi berarti pelaksanaan dan 

penerapan.
21

 

Secara sederhana implementasi bisa diartikan sebagai suatu tindakan 

atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan 

terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah 

dianggap sempurna. Kata implementasi bermuara pada aktifitas, aksi, 

tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar 

aktifitas melainkan suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan dari 

kegiatan tersebut.
22

 Dari sini dapat disimpulkan bahwa implementasi ialah 

kegiatan yang terencana, bukan hanya aktifitas dan dilakukan dengan 

bersungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk 

mencapai tujuan dari sebuah kegiatan. 

2. Tarjih Maqashidiy 

Tarjih secara bahasa berarti menjadikan sesuatu menjadi unggul, secara 

majas digunakan untuk mempercayai keunggulan. Secara istilah, ulama ushul 

banyak memberikan redaksi terkait definisi tarjih. Sebagian ulama 

mendefinisikan sebagai sebuah pekerjaan mentarjih (mungunggulkan 

                                                             
20

 Jhon M. Echols, An English Indonesian Dictionary (Jakarta: Gramedia, 1980), 313 
21

 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Indonesia: Balai 

Pustaka, 2005), 427 
22

 Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum (Jakarta: Grasindo, 2002), 70. 
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pendapat) yang berpatokan pada beberapa dalil. Sebagian ulama yang lain 

memberikan arti keunggulan suatu pendapat yang merupakan sebuah sifat 

yang berdiri sebab adanya dalil ataupun disandarkan kepada dalil. Oleh karena 

itu prasangka yang dihasilkan oleh sebuah dalil lebih kuat dibandingkan 

dengan yang lainnya.
23

 

Ibnu Muflih berkata: tarjih adalah keserasian sebuah petunjuk dengan 

objek yang dikuatkannya melawan pendapat yang bertentangan dengannya. 

Ulama lain berpendapat yang dimaksud tarjih di sini hanyalah sebuah sifat. 

Maka sebuah nash tidak dapat ditarjih begitu pula dengan qiyas.
24

 

Kata maqashidiy mengindikasikan terhadap maqashid syariah. Oleh 

karena itu perlu untuk mengetahui apa definisi dari maqashid syariah yang 

paling dasar. Maqashid syariah adalah tujuan-tujuan pensyariatan sebuah 

hukum secara umum, yakni beberapa makna dan hukum yang telah dicatat 

oleh pembuat syariat (Allah dan Rasulullah) dalam setiap aspek pensyariatan 

atau sebagian besarnya saja dengan catatan makna dan hukum ini tidak 

tertentu pencatatannya terhadap satu macam khusus dari hukum Islam. Maka, 

beberapa sifat dari syariah, tujuan umumnya dan makna yang masih 

                                                             
23

 Ibn an-Najjar al-Hanbali, Syarh al-Kawakib al-Munir (Riyad: Maktabah al-„Abikan, 1997), 

juz 4,  616. 
24

 Ali Muhammad al-Jurjani, Kitab al-Ta‟rifat (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983),  31. 
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mengandung unsur tasyri‟ dalam pencatatannya masuk dalam kategori 

maqashid syariah.
25

  

3. Kontradiksi Nash 

Dalam pembahasan kali ini, nash yang dimaksud bukanlah nash yang 

berarti lafadz yang menunjukkan kepada pengertian yang jelas dan terdapat 

kemunkinan untuk dita‟wil dan ditakhisis serta tidak di nasakh kecuali pada 

masa nabi. Namun yang dimaksud nash dalam skripsi ini adalah redaksi yang 

bersumber dari pembuat hukum Islam (Allah dan Rasulullah) untuk 

menjelaskan makna pensyariatan. Nash terangkum dalam dua sumber dasar 

pensyariatan Islam yakni al-Qur‟an dan as-sunnah. Maksudnya yakni, sumber 

nash syar‟i hanya terbatas pada ayat-ayat hukum dari al-Qur‟an dan riwayat-

riwayat hukum yang diambil dari sunnah. Nash-nash inilah yang dikaji oleh 

ulama fikih untuk mendapatkan hukum Islam.
26

 

Sedangkan kontradiksi beberapa nash adalah adanya dua nash atau lebih 

yang saling menafikan dari sisi esensinya sekiranya antara satu dengan yang 

lainnya saling membatalkan esensi lainnya.
27

 Hal ini sangat berkaitan erat 

dengan konsep ta‟urudl al-adillah (pertentangan beberapa dalil) yang akan 

dibahas di pembahasan yang akan datang. 

 

                                                             
25

 Musthofa Muhammad Jabari Syamsuddin, al-Tarjih al-Maqoshidi baina al-Nusus al-

Muta‟aridloh (www.iefpedia.com),  8. 
26

 Abdul Hadi al-Fadli, Al-Nash as-Syar‟iy: Mafhumuhu wa Fahmuhu (www.kalema.net, 

1999). 
27

 Mahfud bin Ahmad al-Kalwazdani, Al-Tamhid fi Ushul al-Fiqh (Beirut: Dar al-Kutub al-

Ilmiyah, 2002),  47. 

http://www.iefpedia.com/
http://www.kalema.net/
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4. Wali  

Wali diambil dari bahasa arab yang bermakna kerabat dan penolong. Al-

wali adalah antonim dari al-aduw yang berarti musuh. Dalam istilah, wali 

adalah seseorang yang memiliki kekuasaan terhadap yang lain. Arti wali bisa 

berubah-ubah sesuai dengan topik pembahasannya.
28

  

Wali ditinjau dari sudut pandang penggunaan kata dapat dibiaskan 

kepada dua arti: 

a. Kekuasan terhadap dirinya sendiri. Yakni kekuasaan yang berkaitan 

dengan perlindungan hak-hak individu seperti menikah dan mendidik 

anak. 

b. Kekuasaan terhadap sebuah harta. Yakni kekuasaan yang berkaitan 

dengan berbagai macam transaksi harta. 

Al-Zuhaili berkata: wali adalah seseorang yang memiliki kekuasaan 

secara syar‟i yang memungkinkan pemiliknya untuk mengalokasikan 

kekuasaan dalam harta tanpa izin dari siapapun.
29

 

Penggunaan wali sebagai istilah dapat ditemukan di beberapa 

pembahasan pada berbagai macam disiplin ilmu. Dalam ilmu tasawuf 

misalnya, wali dalam konteks ini adalah ringkasan dari waliyullah yang 

berarti orang-orang yang dianggap dekat dengan Allah, orang yang 

                                                             
28

 Kementerian Wakaf dan Keislaman Kuwait, Al-Mausu‟ah al-Fiqhiyah (Kuwait: Dar al-

Shofwah, 1995), juz 2, 181. 
29

 Muhammad bin Yusuf al-Kafi, Ihkam al-Ahkam ala Tuhfat al-Hikam (Beirut: Dar al-Kutub 

al-Ilmiyah, 1994),  74. 
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mempunyai karomah, yang mempunyai bermacam-macam keanehan atau 

kelebihan.
30

 

Dalam disiplin ilmu fikih, penggunaan kata wali dapat dijumpai dalam 

beberapa bab, seperti bab zakat, bab wasiat, bab waris, bab hajr dan bab 

nikah. Definisi wali dalam bab-bab ini memiliki kecenderungan sama yakni 

orang tua atau kerabat, namun di setiap masing-masing bab terdapat 

karakteristik konsep tersendiri yang membedakan antara satu dengan yang 

lainnya.  

Penelitian kali ini berfokus pada penggunaan istilah wali dalam bab 

nikah. Dalam bab nikah, wali diartikan sebagai seseorang yang memiliki hak 

kuasa terhadap seorang gadis baik dipandang dari segi pemberian status 

ashobah, wasiat, kafalah, hubungan majikan-budak serta sama-sama 

beragama Islam. Oleh karena itu saudara dari pihak ibu tidak termasuk wali.
31

 

F. Sistematika Penulisan 

Materi yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi ini akan disusun 

dalam beberapa bab yang saling berkaitan agar dapat memudahkan pembaca 

dalam memahami skripsi ini, yakni: 

Bab pertama, pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab. Latar 

belakang masalah, fokus dan tujuan penelitian berfungsi untuk menjelaskan 

permasalahan yang akan diteliti dan signifikansinya. Definisi istilah bertujuan 

                                                             
30

 Sri Mulyati, Tasawuf Nusantara (Jakarta: Prenamedia Group, 2006), 10. 
31

 Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu, juz 6, 4476. 
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untuk memberikan edukasi mengenai pengertian dari istilah-istilah penting yang 

dipakai dalam penelitian kali ini.  

Dilanjutkan dengan bab kedua yang akan membahas mengenai kajian 

pustaka yang berisi kajian terdahulu dan kajian teori. Kajian terdahulu disebutkan 

untuk menginformasikan bahwa pembahasan kali ini belum pernah dibahas 

dalam penelitian-penelitian sebelumnya serta menjadikannya bukti bahwa 

penelitian kali ini memiliki nilai kebaruan dari penelitian sebelumnya. Kajian 

teori dipaparkan untuk memberikan informasi bahwa dalam penulisan skripsi ini 

terdapat beberapa teori yang dipakai untuk menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapi. 

Bab ketiga akan dibahas metode penelitian dijabarkan untuk menjelaskan 

metode yang digunakan dalam mengumpulkan dan mengolah data. Sistematika 

pembahasan dicantumkan supaya pembaca mengetahui alur serta urutan 

pembahasan yang digunakan dalam skripsi ini.  

Bab keempat berisi gambaran secara umum mengenai wali nikah yang 

meliputi pengertian wali, syarat wali, tujuan, dan fungsi wali serta pembagian 

dan kedudukan wali dalam pernikahan.  

Bab kelima merupakan tahap analisis. Pada bab ini akan disajikan dalil 

serta argumentasi jumhur ulama serta ulama Hanafiyah mengenai posisi wali 

dalam akad serta implementasi dari tarjih Maqashidiy terkait kontradiksi dalil 

dari kedua belah pihak. 
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Bab keenam atau bab terakhir, seperti pada umumnya skripsi, bab ini 

merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh isi skripsi. Selain itu 

pada bab kelima ini diberikan juga sub bab berupa saran-saran yang bersifat 

membangun.  

Di akhir skripsi ini juga mencantumkan daftar pustaka sebagai rujukan 

dalam penyusunan skripsi guna menjamin validitas data yang disajikan oleh 

peneliti.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Terdahulu 

1. Ahmad Hadiq Syaroni, Skripsi dengan judul Nikah Tanpa Wali (Telaah 

Pemikiran Siti Musdah Mulia), 2014, Program Studi Ahwal Syakhsiyyah, 

Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta.
32

 Adapun fokus penelitian pada skripsi ini adalah; 1. Bagaimana 

pemikiran Siti Musdah Mulia mengenai nikah tanpa wali? 2. Bagaimana 

relevansi pemikiran Siti Musdah Mulia mengenai nikah tanpa wali di 

Indonesia. Sedangkan, metode penelitian yang dipakai dalam skripsi ini ialah 

penelitian pustaka yang bersiafat preskkriptif. Adapun kesimpulannya 

adalah: 

a. Siti Musdah Mulia membolehkan perempuan menikah tanpa wali 

dengan syarat bahwa perempuan tersebut sudah dewasa dengan standar 

umur sama atau lebih dari 21 tahun, yang mana secara ushul fikih sudah 

dianggap mukallaf dan dirasa sudah bisa mempertanggungjawabkan 

perbuatan hukumnya. Selain itu perempuan sering dipandang setengah 

dari laki-laki dari segala hal, baik itu di dalam fikih maupun di 

kehidupan bermasyarakat. Berangkat dari itu semua, Siti Musdah Mulia 

                                                             
32

 Ahmad Hadiq Syaroni, “Nikah Tanpa Wali (Telaah Pemikiran Siti Musdah Mulia)” 

(Skripsi, Universetas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2014). 
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mengusung untuk memberlakukan kembali hak-hak perempuan yang 

belum terlaksana dan membawa pesan perempuan sederajat dengan laki-

laki. Pendapat Siti Musdah Mulia ini didasarkan atas sebagian pendapat 

dari imam Abu Hanifah yang beliau anggap pendapatnya lebih moderat 

ketimbang imam-imam yang lain. Dalam penafsirannya Musdah Mulia 

meletakkan dasar asumsi prapenafsiran dengan melihat kondisi 

sosiologis yang ada, orientasi pemaknaan seperti ini tertuju pada makna 

sosiologis yang menjelaskan bahwa makna baru tersebut membawa 

kepada realitas sosial yang dinamis yang dihasilkan dari dialektika 

antara sesuatu yang bersifat empiris dan ideologis.  

b. Melihat kondisi masyarakat, hukum, norma-norma, serta sosio-kultural 

yang berkembang di masyarakat Indonesia pada saat ini maka pendapat 

Siti Musdah Mulia terkait dengan nikah tanpa wali dapat dikatakan tidak 

relevan. Pendapat tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku 

yakni dengan KHI pasal 19 dan 20. Selain itu meski di dalam Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak secara jelas 

diterangkan kewajiban wali nikah, namun di sana dicatatkan harus ada 

izin wali dari kedua mempelai. Terlebih lagi ada campur tangan 

pemerintah terkait persyaratan yang harus dipenuhi di KUA maupun 

permohonan di pengadilan agama apabila diperlukan sebelum kedua 

calon melangsungkan akad pernikahan. Meskipun perempuan sudah 

sebagian besar mempunyai strata pendidikan yang tinggi, mampu 
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bekerja serta mempunyai kebutuhan yang layak yang dapat memenuhi 

kebutuhan ekonomis serta keluarganya, bahkan beberapa di antaranya 

mampu menduduki jabatan yang penting di kenegaraan, seperti 

presiden, gubenur, wali kota dan seterusnya. Namun, tidak semua 

perempuan bisa melakukan hal-hal tersebut. Apabila diterapkan 

pendapat beliau, maka dikhawatirkan hal tersebut lebih menimbulkan 

kemudlaratan daripada kemaslahatan.  

Adapun sisi kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis 

lakukan saat ini ialah sama-sama membahas mengenai nikah tanpa wali 

serta menggunakan metode penelitian pustaka. Sedangkan perbedaannya 

ialah penelitian ini bersifat penelitian tokoh bernama Siti Musdah Mulia. 

Sedangkan penelitian penulis tidak terfokus pada satu tokoh tertentu 

melainkan dua golongan Jumhur dan Hanafiyah. 

2. Haizat Alaphisa bin Kama, Skripsi dengan judul Kedudukan Akad Nikah 

Wanita Tanpa Wali (Analisis Terhadap Metode Istinbat Mazhab Hanafi), 

2017, Program Studi Ahwal Syakhsiyah, Fakultas Syariah dan Hukum, 

Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Banda Aceh.
33

 Adapun fokus penelitian 

yang dirumuskan dalam skripsi ini antara lain; 1. Bagaimana pandangan 

hukum Islam terhadap wanita menjadi wali nikah menurut mazhab Hanafi? 

2. Bagaimana kondisi yang membolehkan wanita menikahkan dirinya sendiri 
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 Haizat Alaphisa bin Kama, “Kedudukan Akad Nikah Wanita Tanpa Wali (Analisis 

Terhadap Metode Istinbat Mazahab Hanafi)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Banda 

Aceh, 2017). 
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menurut pandangan mazhab Hanafi? Dalam penulisan skripsi ini, penulis 

menggunakan metode kualitatif yang bersifat kepustakaan. Adapun 

kesimpulannya adalah sebagai berikut : 

a. Menurut jumhur ulama, nikah tidak sah tanpa wali, yaitu wanita 

menikahkan dirinya sendiri. Namun, hal ini berbeda dengan ulama 

mazhab hanafi yang berpendapat bahwa wali tidak termasuk syarat sah 

perkawinan. 

b. Menurut mazhab hanafi wanita boleh menikahkan dirinya sendiri 

dengan syarat: 

1. Seorang yang baligh dan berakal boleh menikahkan dirinya sendiri 

atau anak perempuannya atau menjadi wakil dari pernikahan.  

2. Lelaki yang dinikahi wanita itu harus sepadan dan memberikan 

wanita mahar mitsil.  

3. Keberadaan wali menurut mazhab hanafi bukan merupakan suatu 

kewajiban tetapi hanya merupakan anjuran dan bersifat 

penyempurna. 

4. Dalil yang dikemukakan adalah al-quran QS. Al-Baqarah ayat 230, 

232, 234. Selain itu didasarkan hadist Rasulullah yang diriwayatkan 

oleh Al-Daruqutni, Ibnu Hibban, Bukhori dan Muslim.  

Adapun sisi kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis 

lakukan saat ini ialah sama-sama membahas mengenai nikah tanpa wali 

serta menggunakan metode penelitian pustaka. Sedangkan perbedaannya 
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ialah penelitian ini hanya membahas istimbath imam Abu Hanifah. 

Sedangkan penelitian penulis bersifat komparatif bersifat komparatif antara 

Jumhur dan Hanafiyah. 

3. Hasbi Tanzilur Rahman, Skripsi dengan judul Studi Analisis Tentang 

Sahnya Wanita Menikah Tanpa Wali menurut pendapat Ahmad Hassan, 

2010, Program Studi Ahwal Syakhsiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam 

Negeri Sunan Ampel Surabaya.
34

 Adapun rumusan masalah yang dibahas 

dalam skripsi ini ialah; 1. Apa dasar Ahmad Hassan Menyatakan sahnya 

pernikahan wanita tanpa wali? 2. Bagaimana metode istinbath hukum 

Ahmad Hassan tentang sahnya wanita menikah tanpa wali? 3. Bagaimana 

pandangan ulama lain terhadap Ahmad Hassan tentang sahnya wanita 

menikah tanpa wali?. Metode penelitian yang digunakan penulis untuk 

menjawab permasalahan ini ialah penelitian kepustakaan yang sumber-

sumbernya merupaka buku-buku atau literasi perpustakaan. Adapun 

kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

a. Salah seorang ulama di Indonesia yaitu Ahmad Hassan 

memperbolehkan wanita gadis menikah tanpa wali. Menurutnya, 

keterangan-keterangan yang mensyaratkan adanya wali dalam 

pernikahan itu tidak dapat dijadikan alasan untuk mewajibkan 

perempuan menikah harus disertai wali, karena berlawanan dengan 
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 Hasbi Tanzilur Rahman, “Studi analisis tentang sahnya wanita menikah tanpa wali menurut 

pendapat Ahmad Hassan” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2010). 
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keterangan dari al-Qur‟an, hadist dan riwayatnya yang sahih dan kuat. 

Dengan tertolaknya keterangan-keterangan yang mewajibkan wali, 

berarti wali tidak perlu, artinya tiap-tiap wanita boleh menikah tanpa 

wali. Jika sekiranya wanita tidak boleh menikah kecuali harus ada wali 

tentunya al-Qur‟an menyebutkan tentang itu. Demikian pendapat 

Ahmad Hassan. Dalam mempertahankan pendapatnya itu, Ahmad 

Hassan menggunakan surat al-Baqarah ayat 232 dan hadist dari Abu 

Hurairah. Setelah diadakan analisis dari ayat yang digunakan Ahmad 

Hassan ternyata penafsirannya tidak tepat. Selanjutnya tentang hadist 

yang digunakan sebagai dasar diperbolehkannya nikah tanpa wali, maka 

di sini Ahmad Hassan juga tidak tepat. Karena hadist itu menunjukkan 

bahwa wanita gadis menikah harus memakai wali.  

b. Jika diperhatikan metode istinbath hukum yang digunakan Ahmad 

Hassan, ia ternyata menafsirkan al-Baqarah ayat 232 sebagai petunjuk 

dibolehkannya seorang gadis menikah tanpa wali. Pendapat ini 

tampaknya kurang tepat, karena ayat tersebut bukan menunjuk kepada 

seorang gadis melainkan kepada wanita janda. Jadi tafsiran Ahmad 

Hassan terlalu jauh dan keluar kepada konteks maksud ayat. Kekeliruan 

yang lain dari Ahmad Hassan adalah dalam menafsirkan hadist yang 

diriwayatkan oleh Abu Hurairah, hadist ini oleh Ahmad Hassan 

ditafsirkan sebagai dalil yang memperbolehkan wanita menikah tanpa 

wali. Padahal hadist ini menunjukkan bahwa seorang gadis harus ada 
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izin dari wali. Lain halnya dengan wanita janda, ia memiliki kekuasaan 

untuk menikah tanpa izin wali. Hadist di atas memiliki kedudukan sahih 

bahkan muttafaq alaih.  

Adapun sisi kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis 

lakukan saat ini ialah sama-sama membahas mengenai nikah tanpa wali 

serta menggunakan metode penelitian pustaka. Sedangkan perbedaannya 

ialah penelitian ini bersifat penelitian tokoh bernama Ahmad Hassan. 

Sedangkan penelitian penulis tidak terfokus pada satu tokoh tertentu 

melainkan dua golongan Jumhur dan Hanafiyah. 

4. Muhamad Irfan Taufiq Hidayat, Tesis dengan judul Hukum Wali Nikah 

Perspektif Maqasid Syariah, 2018, Program Pascasarjana Hukum Keluarga, 

Institut Agama Islam Negeri Metro.
35

 Fokus permasalahan dalam tesis ini 

antara lain; 1. Mengapa terdapat perbedaan antara mazhab Hanafi dan 

mazhab Syafi‟i tentang hukum wali dalam pernikahan? 2. Bagaimana hukum 

wali menurut pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi‟i dalam 

perspektif maqashid syariah? Metode yang digunakan penulis dalam 

penelitiannya adalah metode normatif dan kepustakaan yang dibalut dengan 

pendekatan konseptual dan komparatif. Adapun kesimpulan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut:  
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 Muhamad Irfan Taufiq Hidayat “Hukum Wali Nikah Perspektif Maqasid Syariah” (Tesis, 

Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018). 
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a. Perbedaan penafsiran dan pemahaman mengenai nash yang berkaitan 

dengan wali nikah. Ulama Hanafiyah menafsirkan surat al-Baqarah ayat 

232 sebagai petunjuk bahwa wali tidak diperlukan dalam pernikahan 

karena dalam ayat tersebut wali tidak boleh menghalangi anaknya untuk 

menikah. Sedangkan ulama Syafi‟iyah memandang hal itu sebagai 

wajibnya wali dalam pernikahan. Perbedaan juga terdapat pada alasan 

hukumnya. Ulama Hanafiyah mempunyai alasan hukum bahwa wanita 

dewasa sudah cakap hukum untuk mengurus dirinya dan hartanya. 

Alasan lain menyamakan akad nikah sama seperti akad jual beli yang 

mana wanita dewasa boleh melakukannya sendiri. Sedangkan Ulama 

Syafi‟iyah mempunyai alasan dengan wajib adanya wali demi kehati-

hatian menjaga kehormatan dan melindungi pernikahan dari gugatan-

gugatan pihak lain. 

b. Maqashid Khassah dari mazhab Hanafi yaitu mengandung faktor 

mukallaf (berakal, sehat, dan baligh) sebagaimana mukallaf menjadi 

syarat diperbolehkannya seseorang melakukan jual beli tanpa wali. 

Sementara mazhab Syafi‟i dengan alasan demi kehati-hatian dalam 

menjaga kehormatan kemaluan. Mazhab Hanafi memilih hifz al-aql dan 

hifz al-nafs sebagai maqoshid juz‟iyah dari hukum diperbolehkannya 

menikah tanpa wali. Sedangkan mazhab Syafii lebih mengedepankan 

hifz al-nasl. Dalam aspek maqoshid „ammah, mazhab Hanafi memilih 

untuk melindungi setiap orang dari keharaman zina, terutama bagi 
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kedua pasangan yang sudah saling memiliki hasrat, namun mereka jauh 

dari orang tua.  Sedangkan mazhab Syafi‟i memilih unutk mencegah 

gangguan dan gugatan dari pihak manapun terhadap kelangsungan dan 

kelanggengan setiap pernikahan. Dengan adanya wali, akan didapatkan 

doa dan restu dari orang tua supaya tercipta keluarga yang harmonis dan 

bahagia. 

Adapun sisi kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis 

lakukan saat ini ialah sama-sama membahas mengenai wali, maqashid 

syariah, serta menggunakan metode penelitian pustaka. Sedangkan 

perbedaannya ialah penelitian ini hanya mendeskipsikan permasalah wali 

ditinjau dari maqashid syariah. Sedangkan penelitian penulis berfokus 

kepada upaya tarjih maqashidiy terhadap dalil-dali perihal wali nikah. 

5. Nurhadi, Jurnal Ilmiah dengan judul Maqashid Syariah Hukum Perkawinan 

dalam Kompilasi Hukum Islam, 2017, Al-Fikra: Jurnal Ilmiyah Keislaman.
36

 

Rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian pada jurnal ilmiah ini 

adalah: Bagaimana tinjauan filsafat hukum islam (maqashid syariah) hukum 

perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)? Sedangkan metode 

penelitian yang digunakan oleh penulis ialah metode penelitian kepustakaan 

dengan memakai pendekatan analisis-deskriptif. Adapun kesimpulan dari 

penelitian ini adalah: Hukum Islam memiliki tujuan mewujudkan 
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 Nurhadi, “Maqashid Syariah Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam” Al-

Fikra, vol. 6, no. 2 (Juli 2017). 
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kemaslahatan manusia (maqashid syariah) di dunia dan kebahagiaan di 

akhirat. Perwujudan ini ditentukan oleh harmonisasi hubungan antara 

manusia baik secara individu maupun kolektif, serta hubungan manusia 

dengan alam sekitarnya. Hubungan tersebut seperti halnya dalam 

perkawinan, karena perkawinan merupakan salah satu media agar dapat 

saling mengenal antara yang satu dengan yang lain. Tujuan pernikahan yang 

sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakannya, 

sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat 

membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Maqashid syariah 

dalam hifdz al-nasl (memelihara keturunan atau kehormatan) adalah pada 

tingkatan hajiyat, maka menikah adalah keniscayaan sebagai hajat fitrah 

manusia yang berpasang-pasangan. 

Adapun sisi kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis 

lakukan saat ini ialah sama-sama membahas mengenai pernikahan, maqashid 

syariah, serta menggunakan metode penelitian pustaka. Sedangkan 

perbedaannya ialah penelitian ini membahas pernikahan secara umum 

sedangkan penelitian yang dilakukan penulis terfokus pada pembahasan wali 

dalam akad nikah. 

6. M. Jama’ah Ahmad Ali, Tesis dengan judul Al-Tarjih bi al-Maqashid al-

Syari‟ah wa Dlawabituhu wa Atsaruhu al-Fiqhiyah  fi al-Ahkam al-„Usrah, 

2014, Program Pascasarjana Dirasat Islamiyah, Institut Agama Islam 
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Maulana Malik Ibrahim Malang.
37

 Fokus permasalahan yang dibahas dalam 

tesisi ini antara lain; 1. Apa saja kriteria yang wajib dipenuhi dalam tarjih bi 

al-maqashid? 2. Apakah landasan maqashid dalam implementasi tarjih? 3. 

Apa saja hukum fikih yang tercipta dari tarjih bi al-maqashid dalam hukum 

keluarga? Metode penelitian yang digunakan penulis dalam pembahasan 

tesisnya ialah metode kepustakaan sehingga sumber-sumbernya berupa 

kitab-kitab dan buku-buku perpustakaan. Adapun kesimpulan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut:  

a. Pada pembahasan kali ini, peneliti mengungkap makna yang bersifat 

maqashidhiy dalam penerapan tarjih yang dapat diketahui melalui 

perantara ahli fikih. Oleh karena itu, hal ini dijadikan patokan dalam 

penerapan hukum keluarga dengan penerapan yang bersifat Maqashidiy 

yang berpedoman pada kemaslahatan masyarakat baik dalam jangka 

pendek maupun jangka panjang, serta mengingatkan kembali akan 

pentingnya pemeliharaan terhadap pokok-pokok dalam praktik ijtihad 

hukum Islam kontemporer ditinjau dari pemahaman konteks yang 

dihadapi, mempertimbangkan maslahat dan mafsadat, pandangan 

terhadap keunikan maksud yang terkandung dalam sebuah hukum dalam 

keadaan tertentu serta pertimbangan terhadap aspek dlorurat atapun 

hajat. 
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 M. Jama‟ah Ahmad Ali, “At-Tarjih bi al-Maqashid al-Syari‟ah wa Dlawabituhu wa 

Atsaruhu al-Fiqhiyah  fi al-Ahkam al-„Usrah” (Tesis, Institut Agama Islam Maulana Malik Ibrahim 

Malang, 2017). 
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b. Batasan-batasan tarjih diletakkan untuk mengidentifikasi maksud dan 

tujuan yang terkandung dalam setiap hukum Islam yang mana 

pembahasan kali ini terkhusus pada hukum keluarga serta masalah-

masalah yang berkaitan dengan hukum keluarga. Dalam pembahasan 

kali ini telah dijelaskan perihal penggunaan kaidah Maqashidiyyah 

sebagai upaya mempersempit celah khilaf yang bersumber dari adanya 

ta‟arudl. 

c. Hukum-hukum fikih yang terbentuk melalui metode tarjih adalah hasil 

dari pertimbangan maqashid agung yang ditetapkan oleh syari‟, 

penyelesaian kontradiksi yang terjadi antara beberapa permasalahan 

yang sedang dihadapi, menyelaraskan dalil-dalil, pemilihan pendangan 

yang berkesesuaian dengan maqashid syariah  serta menghilangkan 

unsur pemberat pada permasalahan yang berkaitan dengan agama. 

Adapun sisi kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis 

lakukan saat ini ialah sama-sama membahas mengenai tarjih maqashidiy, 

hukum keluarga, serta menggunakan metode penelitian pustaka. Sedangkan 

perbedaannya ialah penelitian ini membahas hukum keluarga secara umum. 

sedangkan penelitian yang penulis lakukan tekhusus terhadap persoalan 

wali dalam nikah. 

Untuk lebih ringkasnya, terkait persamaan dan perbedaan penelitian 

yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu dapat dilihat dalam tabel 

berikut:  
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Tabel 2.1 

Sisi kesamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

dilakaukan oleh penulis 

No Judul Penelitian Kesamaan Perbedaan 

1 

Nikah Tanpa Wali 

(Telaah Pemikiran Siti 

Musdah Mulia), 2014, 

Ahmad Hadiq Syaroni 

1. Membahas nikah 

tanpa wali 

2. Peneltian pustaka 

Penelitian ini bersifat 

penelitian tokoh 

bernama Siti Musdah 

Mulia. Sedangkan 

penelitian penulis tidak 

terfokus pada satu 

tokoh tertentu 

melainkan dua 

golongan Jumhur dan 

Hanafiyah. 

2 

Kedudukan Akad Nikah 

Wanita Tanpa Wali 

(Analisis Terhadap 

Metode Istinbat 

Mazahab Hanafi), 2017, 

Haizat Alaphisa bin 

Kama 

1. Membahas nikah 

tanpa wali 

2. Penelitian pustaka 

Penelitian ini hanya 

membahas istimbath 

imam Abu Hanifah. 

Sedangkan penelitian 

penulis bersifat 

komparatif bersifat 

komparatif antara 

Jumhur dan Hanafiyah. 

3 

Studi analisis tentang 

sahnya wanita menikah 

tanpa wali menurut 

pendapat Ahmad 

Hassan, 2010, Hasbi 

Tanzilur Rahman 

1. Membahas nikah 

tanpa wali 

2. Penelitian pustaka 

Penelitian ini bersifat 

penelitian tokoh 

bernama Ahmad 

Hassan. Sedangkan 

penelitian penulis tidak 

terfokus pada satu 

tokoh tertentu 

melainkan dua 

golongan Jumhur dan 

Hanafiyah. 

4 

Hukum Wali Nikah 

Perspektif Maqasid 

Syariah, 2018, 

Muhamad Irfan Taufiq 

1. Membahas wali 

nikah 

2. Menyinggung 

maqashid syariah 

Penelitian ini hanya 

mendeskipsikan 

permasalah wali 

ditinjau dari maqashid 
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Hidayat 3. Penelitian pustaka syariah. Sedangkan 

penelitian penulis 

berfokus kepada upaya 

tarjih maqashidiy 

terhadap dalil-dali 

perihal wali nikah. 

5 

Maqashid syariah 

Hukum Perkawinan 

dalam Kompilasi 

Hukum Islam, 2017, 

Nurhadi. 

1. Membahas persoalan 

pernikahan 

2. Menyinggung 

maqashid 

3. Penelitian pustaka 

Penelitian ini 

membahas pernikahan 

secara umum 

sedangkan penelitian 

yang dilakukan penulis 

terfokus pada 

pembahasan wali 

dalam akad nikah. 

6 

At-Tarjih bi al-

Maqashid al-Syari‟ah 

wa Dlawabituhu wa 

Atsaruhu al-Fiqhiyah  fi 

al-Ahkam al-„Usrah, 

2014, M. Jama‟ah 

Ahmad Ali.  

1. Membahas tarjih 

maqashidiy 

2. Membahas hukum 

keluarga 

3. Penelitian pustaka 

Penelitian ini 

membahas hukum 

keluarga secara umum. 

sedangkan penelitian 

yang penulis lakukan 

tekhusus terhadap 

persoalan wali dalam 

nikah. 

 

B. Kajian Teori 

1. Ta‟arudl Al-adillah 

Istilah ta‟arudl al-adillah tersusun dari dua lafadz berbeda yakni 

ta‟arudl dan adillah. Secara bahasa lafadz ta‟arudl merupakan bentuk masdar 

dari fi‟il madli ta‟aradla yang berarti konflik, berselisih, bertentangan, dan 

berlawanan.
38

 Sedangkan lafadz adillah merupakan bentuk jama‟ dari mufrod 

lafadz dalil yang berarti tanda, bukti, sinyal, simbol, dan petunjuk. Jadi, dapat 

                                                             
38

 A. Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir (Surabaya: Pustaka Progressif, 2010), 917. 
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disimpulkan bahwa ta‟arudl al-adillah secara bahasa berarti kontradiksi 

beberapa dalil.  

Sedangkan menurut istilah beberapa ulama menawarkan beberapa 

definisi terkait ta‟arudl al-adillah sebagai berikut: 

a. Al-Sarkhosi mendefinisikan ta‟arudl al-adillah sebagai dua hujjah yang 

saling bertentangan yang sama-sama mengharuskan apa yang tidak 

diharuskan oleh dalil yang lain. seperti halal dengan haram atau nafi 

dengan isbat.
39

 

b. Ibn Masud al-Bukhori mendefinisikan ta‟arudl al-adillah sebagai adanya 

dua dalil yang salah satunya menetapkan apa yang dinafikan oleh dalil 

yang lain pada topik yang sama dan waktu yang sama disertai dengan 

kesetaraan tingkat kekuatan.
40

 

c. Abdul Latif al-Barzanji mendefinisikan ta‟arudl al-adillah adalah 

beberapa dalil yang saling menafikan secara mutlak, sekiranya salah satu 

dalil mengharuskan apa yang tidak diharuskan oleh dalil yang lain.
41

 

Apabila terjadi kontradiksi antara dua dalil atau lebih maka setidaknya 

terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan. Secara sederhana, solusi 

tersebut dapat digambarkan dalam tabel berikut:  

                                                             
39

 Muhammad al-Sarkhasi, Ushul al-Sarkhasi (India: Ihya‟ al-Ma‟arif al-Nu‟maniyah, tt), juz 

2, 12. 
40

 Ibn Masud al-Bukhori, Al-Taudih (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), juz 2, 102. 
41

 Abdul Latif al-Barzanji, Al-Ta‟arudl wa al-Tarjih baina al-Adillah al-Syariah (Bairut: Dar 

al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), juz 1,  23. 
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Tabel 2.2 

Urutan Penyelesaian Kontradiksi Jumhur dan Hanafiyah 

Golongan 

Tingkatan 

Penyelesaian 

Kontradiksi 

Keterangan 

Jumhur 

Ulama 

1. Jam‟u 

2. Nasakh  

3. Tarjih 

4. Tawaquf 

a. Urutan metode ini merupakan 

implementasi nyata dari tujuan 

utama nash diturunkan, yakni 

untuk diamalkan. 

b. Kemungkinan kesalahan lebih 

besar ketika menggunakan 

tarjih dan nasakh. 

c. Jam‟u adalah metode paling 

utama digunakan dalam 

menangani hadist. 

Hanafiyah 

1. Nasakh 

 2. Tarjih 

3. Jam‟u  

4. Tasaqut 

a. Sahabat menggunakan metode 

tarjih dalam hadist Aisyah. 

b. Banyak ulama mengatakan 

terjadinya ijma‟ dikarenakan 

mengutamakan tarjih dibanding 

jam‟u. 

c. Para pemikir telah sepakat 

bahwa dalam menghadapi 

ta‟arudl lebih dimenangkan hal 

yang rajih daripada marjuh, 

karena sejatinya marjuh adalah 

lawan dari rajih oleh karenanya 

sifatnya sebagai sebuah dalil 

dan sisi kehujjahannya telah 

hilang. 

  

Jumhur berpendapat bahwasannya apabila ada nash yang bersifat umum 

dan khusus dalam satu kasus disertai ada perbedaan antar keduanya dalam 

segi hukum maka lafadz yang umum dibiaskan kepada lafadz yang khusus. 
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Jadi, takhsis dapat terjadi pada setiap keadaan, baik lafadz yang khas lebih 

dulu ada, datang kemudian, datang bersamaan, atau tidak diketahui mana yang 

datang terlebih dahulu.
42

 

Hanafiyah berpendapat apabila terdapat nash yang bersifat umum dan 

khusus dalam satu kasus disertai perbedaan hukum antar keduanya maka 

kedua nash tersebut digabungkan dengan metode takhsis jika memang kedua 

lafadz tersebut diturunkan secara bersamaan. Apabila lafadz yang khusus 

datang setelah lafadz yang umum maka lafadz yang khusus menasakh lafadz 

yang umum, begitu juga ketika lafadz yang umum datang terlebih dahulu. Dan 

apabila tidak diketahui mana yang datang terlebih dahulu maka dilakukanlah 

metode tarjih. 
43

 

Apabila terdapat sebuah kontradiksi antara dua dalil yang bersifat 

dzanni
44

 maka polanya bisa diklasifikasikan menjadi beberapa macam sebagai 

berikut: 

a. Kontradiksi dua dalil yang bersifat umum 

Apabila terjadi kontradiksi antara dua dalil yang bersifat umum, 

apabila memungkinkan untuk digabungkan maka harus digabungkan. 

Apabila tidak mungkin digabungkan dan telah diketahui dalil mana yang 

terlebih dahulu diturunkan maka digunakanlah metode nasakh. Jika tidak, 

                                                             
42

 Abdur Rahman al-Kharaz, Atsar al-Ta‟arudl wa al-Tarjih fil Furu‟, (www.noor-book.com),   

4.  
43

 Abdur Rahman al-Kharaz, Atsar al-Ta‟arudl wa al-Tarjih fil Furu‟,  4. 
44

 Kontradiksi hanyalah bisa terjadi pada dalil-dalil yang bersifat dzanni, tidak bisa antara 

dalil qoth‟i atau qhat‟i  dengan dzanni. Baca: Abdul Malik bin Abdul Lahz, Al-Burhan fi Ushul al-

Fiqh (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997),  387. 

http://www.noor-book.com/
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maka harus menunggu sampai ada referensi yang menjelaskan salah satu 

dari dua dalil tersebut.
45

  

b. Kontradiksi dua dalil yang bersifat khusus 

Teori yang berlaku sama dengan kontradiksi dalil yang bersifat 

umum di atas. Bertahap memilih solusi menggabungkan, nasakh, atau 

menunggu sampai ada referensi yang menjelaskan salah satunya. 

c. Kontradiksi antara dalil yang bersifat umum dan khusus. 

Apabila ditemukan kontradiksi antara dalil yang bersifat umum dan 

bersifat khusus maka dalil yang bersifat umum terkhususkan dengan dalil 

yang bersifat khusus. 

d. Kontradiksi antara dua dalil umum dan khusus dipandang dari sisi tertentu. 

Apabila ditemukan sebuah kontradiksi yang setiap dalilnya memiliki 

sisi umum dan khusus dipandang dari sudut pandang tertentu maka –

apabila mungkin- sisi keumuman setiap dalil dikhususkan dengan sisi 

kekhususan setiap dalil. Namun, apabila tidak memungkinkan maka 

menggunakan solusi tarjih terhadap kontradiksi yang dihadapi. 

e. Kontradiksi antara ucapan dan perilaku. 

Apabila terjadi kontradiksi antara ucapan dan perilaku dan diketahui 

mana yang lebih baru maka yang baru menasakh yang lama. Namun, 

                                                             
45

 Muhammad bin Ahmad al-Mahalli, Syarh al-Waraqat fi Ushul al-Fiqh (Palestina: Jami‟at 

al-Quds, 1999), 170. 
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apabila tidak diketahui dan tidak mungkin untuk dipadukan maka ucapan 

dipandang lebih kuat.
46

 

 

2. Tarjih Maqashidiy 

Tarjih maqashidiy berbeda dengan metode tarjih yang biasanya dikenal 

dan diketahui dalam diskursus ushul fikih. Tarjih yang biasanya berlaku 

dalam ushul fikih memiliki beberapa kaidah inti yang sering digunakan oleh 

para ushuliy untuk mempertimbangkan mana yang terkuat diantara dua dalil 

yang berselisih. Mereka memberikan pedoman untuk menyelesaikan 

kontradiksi melalu beberapa jalan:
47

 

a. Dalil yang jelas lebih didahulukan atas dalil yang samar 

b. Dalil yang mendatangkan keyakinan lebih didahulukan daripada dalil yang 

hanya mendatangkan dzan 

c. Dalil yang berupa nash (al-qur‟an dan hadist) lebih didahulukan daripada 

dalil berupa qiyas 

d. Qiyas jaliy lebih didahulukan daripada qiyas khafiy 

Tajuddin al-Subki mengatakan bahwa metode tarjih tidak dapat 

disempitkan dengan beberapa teori seperti di atas. Metode tarjih adalah 

                                                             
46

 Abdur Rahman al-Segaf, al-Madkhal ila Ushul al-Fiqh (https://ebook.univeyes.com), 124. 
47

 Abdur Rahman al-Segaf, al-Madkhal ila Ushul al-Fiqh, 197. 

https://ebook.univeyes.com/
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medan berkreasi bagi para mujtahid dan luasnya dapat seluas khazanah fikih. 

Adapun pembahasan yang ada di kitab-kitab merupakan ringkasannya saja.
48

 

Sedangkan, penggunaan istilah tarjih maqashidiy sendiri secara historis 

tidak pernah ditemukan di kalangan ulama mutaqoddimin. Tidak ada satu pun 

dari ulama kurun tersebut yang ditemukan memberikan definisi terhadap 

istilah ini. Bahkan, penggunaan istilah ini barulah ditemukan pada masa ulama 

kontemporer.
49

 Sebagian dari mereka ada yang mendefinisikan: 

 تقديم احد الدليلين المتعارضين لقوة المصلحة
Mendahulukan salah satu dari dua dalil yang saling kontradiksi dengan 

dasar kuatnya maslahat.
50

 

Definisi yang ditawarkan oleh ulama tersebut murni merupakan definisi 

dari istilah tarjih maqashidiy bukan merupakan gabungan dari masing-masing 

definisi dari tarjih dan maqashidiy itu sendiri.  Memandang topik pembahasan 

kali ini, definisi ini dipandang cocok untuk dijadikan pijakan serta inti dari 

penyelesaian permasalahan yang sedang dikaji dikarenakan problem yang 

berusaha dipecahkan berkaitan langsung dengan pertimbangan maslahat. 

Meskipun penggunaan istilahnya baru populer pada masa ulama 

kontemporer bukan berarti praktik tarjih maqashidiy juga merupakan suatu 

metode yang baru yang tidak pernah digunakan dan masih diragukan 

                                                             
48

 Tajuddin al-Subki, al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,1999),  juz 

3, 206. 
49

 Muhammad „Asuriy, “Al-Tarjih bi al-Maqashid: Dlawabituhu wa Atsaruhu al-Fiqhiy”, 

(Tesis, Jami‟at al-Hajj Lakhdar Aljazair, 2007), 38.  
50

 Muhammad „Asuriy, “Al-Tarjih bi al-Maqashid: Dlawabituhu wa Atsaruhu al-Fiqhiy”, 38.  
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keabsahannya. Berikut akan disampaikan beberapa dalil mengenai keabsahaan 

praktik tarjih maqashidiy: 

1. Tarjih sahabat terhadap ketaatan kepada pemimpin 

مِنْ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّاُ عَنْوُ قَالَ بَ عَثَ النابُِّ صَلاى اللَّاُ عَلَيْوِ وَسَلامَ سَريِاةً فَاسْتَ عْمَلَ رَجُلًا 
أَمَركَُمْ النابُِّ صَلاى اللَّاُ عَلَيْوِ وَسَلامَ أَنْ الْأَنْصَارِ وَأمََرَىُمْ أَنْ يطُِيعُوهُ فَ غَضِبَ فَ قَالَ ألََيْسَ 

تطُِيعُونِ قَالُوا بَ لَى قَالَ فَاجَْْعُوا لِ حَطبًَا فَجَمَعُوا فَ قَالَ أَوْقِدُوا نََّراً فَأَوْقَدُوىَا فَ قَالَ 
 إِلَى النابِِّ صَلاى اللَّاُ عَلَيْوِ ادْخُلُوىَا فَ هَمُّوا وَجَعَلَ بَ عْضُهُمْ يُُْسِكُ بَ عْضًا وَيَ قُولُونَ فَ رَرْنََّ 

الناارِ فَمَا زَالُوا حَتَّا خَََدَتْ الناارُ فَسَكَنَ غَضَبُوُ فَ بَ لَغَ النابِا صَلاى اللَّاُ عَلَيْوِ  مِنَ  وَسَلامَ 
 عَةُ فِ الْمَعْرُوفِ وَسَلامَ فَ قَالَ لَوْ دَخَلُوىَا مَا خَرَجُوا مِن ْهَا إِلَى يَ وْمِ الْقِيَامَةِ الطاا

Dari Ali Ra berkata, “Nabi pernah mengutus satu pasukan yang ia 

angkat menjadi pimpinan mereka ialah seorang laki-laki anshor, dan 

beliau memerintahkan mereka untuk taat kepadanya, suatu ketika laki-

laki tersebut marah seraya berkata, „bukankah Nabi memerintahkan 

kalian untuk mentaatiku?‟ Mereka menjawab, „ya‟, laki-laki itu 

kemudian berkata, „kumpulkan untukku kayu bakar!‟ Mereka pun 

mengumpulkannya dan laki-laki itu berkata, „nyalakanlah api!‟ 

Merekapun menyalakannya, kemudian ia berkata, „masuklah kalian 

padanya!‟ Merekapun ingin memasukinya namun sebagian mereka 

saling menahan satu sama lain seraya berkata “kita lari kepada Nabi 

saw. justru karena takut api (neraka)! Mereka terus dalam situasi 

seperti itu hingga api itu padam, dan emosi laki-laki itupun hilang, 

berita ini sampai kepada nabi saw dan beliau berkata “andai mereka 

(pasukan) masuk kepada api itu maka mereka tidak akan pernah 

keluar/mati, sesungguhnya ketaatan itu hanya kepada yang baik”.
51

 

Hadist ini menunjukkan implementasi tarjih yang dilakukan oleh 

sahabat terhadap dua dalil yang saling kontradiksi serta didasarkan dengan 

pertimbangan maqashid. Implementasi tarjih ini tergambarkan dalam 

ucapan meraka “kita lari kepada Nabi saw. justru karena takut api 

                                                             
51

 Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Al-Jami‟ al-Sahih (Bairut: Dar Ibn Katsir, 1987), juz 6, 

2612. 
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(neraka)!” sembari meninjau ulang kondisi keimanan mereka yang mana 

tujuan asalnya adalah keselamatan dari api. Dalil ini bertentangan dengan 

kewajiban taat terhadap pemimpin, namun kemudian sahabat lebih 

mengunggulkan maqashid yang berupa keselamatan daripada harus taat 

terhadap pemimpin.
52

 

2. Tarjih Ali ra. dan Zubair ra. 

ةً أَعْطاَىَا بَ عَثَنِِ النابُِّ صَلاى اللَّاُ عَلَيْوِ وَسَلامَ وَالزُّبَ ي ْرَ فَ قَالَ ائْ تُوا رَوْضَةَ كَذَا وَتََِدُونَ بِهاَ امْرأََ 
نَا الراوْضَةَ فَ قُلْنَا الْكِتَابَ  قَالَتْ لََْ يُ عْطِنِِ فَ قُلْنَا لَتُخْرجِِنا أَوْ لَأُجَرّدَِناكِ  حَاطِبٌ كِتَابًا فَأَتَ ي ْ

 فَأَخْرَجَتْ مِنْ حُجْزَتِِاَ
Nabi saw. mengutusku bersama Al-Zubair lalu beliau berkata; 

"Datangilah Raudhah dan temuilah di sana seorang wanita yang 

membawa surat yang diberikan oleh Hathib". Maka kami datangi 

lokasi Raudhah yang dimaksud lalu kami katakan; "Mana surat itu?". 

Wanita itu berkata: "Aku tidak bawa surat". Kami berkata: "Kamu 

keluarkan surat itu atau kami lucuti pakaianmu". Akhirnya dia 

mengeluarkan surat itu dari dalam tali ikat pinggangnya.
53

 

Hadist ini mengindikasikan pola pikir tarjih maqashidiy yang 

dilakukan oleh sahabat Ali dan Zubair. Mereka berani mengatakan “atau 

kami lucuti pakaianmu" yang mana secara teoritis bertentangan dengan 

kewajiban menutup aurat ataupun ghadd al-bashar (menundukkan 

                                                             
52

 Muayyad Hamdan Musa, “Atsar al-Maqashid al-Syariah fi al-Jam‟i wa al-tarjih baina al-

Adillah al-Muta‟aridlah: Dirasah Ushuliyah Tathbiqiyah”, Vol. 17, No. 1 (Juni, 2020), 9. 
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 Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Al-Jami‟ al-Sahih, Juz 3, 1120. 
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pandangan) demi mencapai kemaslahatan yang lebih umum yang telah 

diperintahkan oleh Nabi.
54

 

Selain pentingnya mengetahui dalil tentang legalitas tarjih 

maqashidiy, dalam implementasi tarjih maqashidiy harus didasarkan 

terhadap ketidakmungkinan mengkrompromikan dua dalil yang saling 

kontradiksi. Ulama ushul telah memberikan statement bahwa mengamalkan 

kalam lebih baik daripada tidak mengamalkannya. Berdasarkan statement 

ini apabila terjadi kontradiksi antar maqashid syariah maka 

mengkompromikannya (jam‟u) lebih diutamakan daripada langsung 

melaksanakan tarjih.
55

  

Metode ini adalah metode yang dipilih oleh jumhur ulama 

(Syafi‟yah, Malakiyah, dan Hanabilah). Adapun ulama Hanafiyah lebih 

memilih untuk melakukan tarjih terlebih dahulu barulah kemudian dengan 

metode jam‟u. Dan bilamana kontradiksi tidak berhasil diselesaikan maka 

kedua dalil yang saling berkontradiksi dianggap saling menggugurkan satu 

sama lain sampai ada dalil lain yang menjelaskannya. 

Tarjih Maqashidiy memiliki beberapa model penyelesaian 

kontradiksi yang tercipta antara beberapa nash. Hal ini mengindikasikan 

bahwa tarjih maqashidiy adalah paham teori yang luas yang jalan dan 
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 Muayyad Hamdan Musa, “Atsar al-Maqashid al-Syariah fi al-Jam‟i wa al-tarjih baina al-

Adillah al-Muta‟aridlah: Dirasah Ushuliyah Tathbiqiyah”, Vol. 17, No. 1 (Juni, 2020), 9. 
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 Farras Abdul Hamid al-Syayib, “al-Tarjih baina al-Maqhasid wa Atsaruhu fi al-Fiqh al-

Islamiy: Dirasat Ta‟siliyat Tathbiqiyat”, Vol 42. No. 3 (2015), 1068. 
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metodenya bermacam-macam bahkan satu model pentarjihan yang 

dilandaskan dengan maqashid merupakan satu bagian kecil dari model 

pentarjihan lainnya. Hal ini menandakan betapa kerasnya usaha yang 

dikeluarkan seorang mujtahid guna memberikan solusi untuk 

menyelesaikan kontradiksi dalam syariat.  

Di sisi lain, maksud utama dicetuskannya sebuah hukum adalah 

untuk melegalkan kemaslahatan manusia dalam kehidupannya, 

memberikan manfaat pada mereka, menghilangkan kemudlaratan dari 

mereka. Ulama telah menilai bahwasannya tidak ada hukum yang 

dicetuskan kecuali hukum-hukum tersebut saling menjaga terhadap 

kemaslahatan umat manusia. Berdasarkan firman Allah:  

ُ عَزيِْ زًا رُسُلًا مُّبَ  ريِْنَ وَمُنْذِريِْنَ لئَِلاا يَكُوْنَ للِنااسِ عَلَى اللَّّ ِ حُجاةٌ ۢ بَ عْدَ الرُّسُلِ وۗكََانَ اللَّّ  شِّ
 حَكِيْمًا

Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi 

peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah 

setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
 56  

لَمِيْنَ  وَمَا  ارَْسَلْن كَ اِلاا رَحْمَةً للِّْع 
Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk 

(menjadi) rahmat bagi seluruh alam.
 57  

 

Maqashid syariah ialah makna dan sasaran yang menjadi poin 

penting di dalam semua hukum islam. Maqoshid syariah juga bisa berarti 

tujuan dari syariah serta rahasia-rahasia yang disimpan oleh syari‟ ketika 
                                                             

56
 QS. An-Nisa‟ ayat 165. 

57
 QS. Al-Anbiya‟ ayat 107. 
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menciptakan sebuah hukum. Mengetahui maqoshid syariah adalah hal 

yang urgen sampai kapan pun dan bagi siapa pun baik bagi mujtahid terkait 

istinbath hukum dan memahami nash ataupun bagi selain mujtahid untuk 

mengetahui intisari pensyariatan sebuah hukum.
58

 

Para ulama ushul menetapkan metode tarjih sembari 

mengaplikasikan maqoshid syariah dalam upaya menyelesaikan 

kontradiksi diantara beberapa nash. Mereka juga berpendapat bahwa 

perbedaan makna nash mempengaruhi keabsahan tarjih itu sendiri. 

Pembahasan tarjih sangat berkaitan dengan teori kesesuaian, illat (alasan), 

hukum-hukum serta konsep maslahat yang mana semua ini merupakan 

sebagian dari makna nash.  

3. Kewalian dalam akad nikah 

Sosok yang paling utama yang dapat menyandang status wali adalah 

ayah kandung karena anggota keluarga lainnya mengakui posisinya. Sosok 

selanjutnya yang pantas menggantikan ayah adalah kakek, ayah dari kakek 

dan seterusnya (dari ayah), kemudian saudara kandung seayah seibu atau 

seayah saja, kemudian anak laki-laki atau anaknya anak laki-laki karena anak 

merupakan representasi dari ayah, kemudian paman yang sekandung dengan 

ayah atau yang seayah dengan ayah, lalu anaknya paman tersebut dan 

keturunannya ke bawah. Kemudian ahli waris yang menyandang status 

ashobah. Urutan di dalam masalah pernikahan sama dengan urutan di dalam 
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 Wahbah al-Zuhaili, Al-wajiz fi Ushulil Fiqh (Damaskus : Darul Fikr, 1999), 217. 
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masalah pembagian warisan kecuali urutan kakek, karena kakek lebih 

didahulukan daripada saudara laki-laki dalam hal pernikahan.
59

 

Wali terbagi menjadi dua: wali mujbir dan ghairu mujbir. Wali mujbir 

adalah wali yang memiliki hak menikahkan seseorang yang berada di bawah 

wilayahnya dengan tanpa izin dan rida darinya. Wali ghairu mujbir adalah 

wali yang tidak memiliki hak menikahkan secara paksa namun ia harus 

meminta izin terlebih dahulu terhadap wali mujbir perempuan sehingga 

pernikahannya menjadi sah.
60

 

Seorang wali membutuhkan setidaknya enam kriteria yang harus 

dipenuhi: 

1. Islam, tidak diperkenankan wali seorang perempuan merupakan seorang 

kafir. 

2. Baligh, tidak diperkenankan wali seorang perempuan merupakan seorang 

anak kecil. 

3. Berakal, tidak diperkenankan wali seorang perempuan merupakan orang 

gila atau dalam gangguan jiwa. Baik kegilaannya permanen ataupun 

hanya pada saat-saat tertentu. 

4. Merdeka, tidak diperkenankan wali seorang perempuan merupakan 

seorang budak dalam melafalkan ijab nikah. 

                                                             
59

 Abu Bakar Muhammad al-Hisni, Kifayat al-Akhyar fi Hilli Ghayat al-Ikhtishor (Damaskus: 

Dar al-Khoir, 1994), 359. 
60

 Abdur Rahman al-Jaziri, Al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba‟ah (Beirut: Dar al-Kutub al-

Ilmiyah, 2003), juz 4, 13. 
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5. Laki-laki, tidak diperkenankan wali seorang perempuan merupakan 

seorang perempuan ataupun khuntsa.  

6. Adil, tidak diperkenankan wali seorang perempuan berasal dari seseorang 

yang fasik.
61
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 Ibn Qosim al-Ghazi, Fath al-Qorib al-Mujib (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islami, 2014), 125. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat 

kepustakaan (library research), yaitu yang bahan-bahannya adalah buku- 

buku perpustakaan dan sumber-sumber lainnya yang seluruhnya berbasis 

kepustakaan.
62

  Dengan metode penelitian kualitatif kami melakukan analisis 

deskriptif. Metode analisis-deskriptif dilakukan dengan cara memberikan 

keterangan dan gambaran sejelas-jelasnya secara sistematis, objektif, kritis, 

dan analitis mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kontradiksi nash-nash 

yang berhubungan dengan persyaratan wali dalam akad nikah.   

Pendekatan  yang  digunakan dalam   penelitian   ini   adalah   

pendekatan   kualitatif.   Berdasarkan hal tersebut, langkah awal yang 

dilakukan adalah mengumpulkan data-data yang dalam tahap berikutnya 

akan dilakukan klarifikasi dan deskripsi. Selain itu, penelitian ini juga 

termasuk ke dalam penelitian yuridis komparatif. Maksudnya, penelitian 

yang digunakan untuk menggambarkan studi sistematik mengenai tradisi 

hukum dan peraturan hukum tertentu yang berbasis komparatif atau 

perbandingan.
63
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 Conni R. Semiawan, Metode Penelitian (Jakarta: Grasindo, 2010), 6. 
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 Peter de Cruz, Perbandingan Sistem Hukum: Common Law, Civil Law, Socialist Law 

(Bandung: Nusa Media, 2010), 4. 
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B. Teknik Pengumpulan Data 

Metode   yang   digunakan   dalam   mengumpulkan   data   adalah 

penelitan   kepustakaan   atau   library   research,   yakni   penelitian   yang 

dilakukan dengan berpedoman pada data-data kepustakaan tanpa disertai 

adanya ujian empirik. Jadi, studi pustaka di sini adalah studi teks yang 

seluruh substansinya diolah secara filosofis dan teoritis.
64

  

C. Sumber Data 

Karena penelitian ini bersifat kepustakaan maka sumber data 

penelitian  ini  adalah  data-data  kepustakaan.  Data  dikumpulkan  dengan 

cara mencari, memilih, menyajikan, dan menganalisis data-data yang 

berkaitan dengan kajian skripsi ini. Sumber data yang digunakan dalam 

skrispi ini meliputi: 

1. Sumber Hukum Primer 

Adapun data primer dari penelitian ini adalah kitab “At-Tarjih Al-

Maqoshidiy Baina Al-Nusus Al-Muta‟aridloh” karya Musthofa 

Muhammad Jabari Syamsuddin, serta kitab “Mausuat Al-Fiqh Al-Islamiy 

Wa Al-Qadlaya Al-Mua‟shirot” karya Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili. 

2. Sumber Hukum Sekunder 

Sumber sekunder dari penelitian ini adalah kitab dan literatur-

literatur lain yang bisa menunjang analisis serta berkaitan dengan 

pembahasan. Sumber-sumber tersebut berupa kitab-kitab karya ulama 
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baik klasik maupun kontemporer yang diakses melalui aplikasi Al-

Maktabah Al-Syamilah. 

D. Analisis data 

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, 

mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan 

bahan jawaban terhadap penelitian. Metode   deskriptif-analitis   dalam   

penelitian   ini   dimaksudkan sebagai  metode  penelitian  yang  sumber-

sumbernya  dikumpulkan, dianalisis, kemudian diinterpretasi secara kritis 

kemudian disajikan secara lebih sistematis dan menambahkan penjelasan-

penjelasan yang berhubungan  sehingga  dapat  lebih  mudah untuk  

dipahami  dan disimpulkan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran 

yang utuh dan benar mengenai objek yang diteliti.
65
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BAB III 

KONSEP WALI DALAM AKAD NIKAH 

 

A. Pengertian Wali  

1. Definisi Bahasa 

Lafadz “al-wilayah” secara bahasa bermakna penguasa. Adapun 

dengan difathah wawunya ataupun dikasrah juga memiliki arti pertolongan. 

Imam Sibawaih berpendapat bahwa lafadz “al-walayah” merupakan bentuk 

masdar, namun jika dikasroh merupan sebuah isim. Di antara makna-

maknanya yang lain ialah “al-washayah” bermakna nasihat. Dapat dikatakan: 

paling utama-utamanya seseorang terhadap anak yatim ialah yang paling 

sering memberikan nasihat kepada mereka.
66

  

2. Definisi Istilah 

Pakar fikih tidak memberikan definisi yang komprehensif untuk wali 

dalam akad nikah. Hanya saja beberapa unsur dari definisi tersebut dapat 

menjelaskan bahwa wali yang dimaksud adalah wali dalam hal pernikahan. 

Berikut ini adalah beberapa definisi yang ditawarkan oleh pakar-pakar fikih: 

a. Hanafiyah 

                                                             
66

 Muhammad bin Mukrim, Lisan al-Arob (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1956),  407.  
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401. 
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Fuqoha‟ Hanafiyah tidak memberikan definisi secara khusus untuk 

lafadz wali dalam akad nikah. Mereka hanya membatasinya secara global 

dengan mengatakan bahwa yang dimaksud wali adalah seseorang yang 

bertugas melaksanakan urusan orang lain baik orang lain tersebut 

berkehendak atau tidak.
67

 Ulama Hanafiyah hanya membatasi definisi dari 

wali dengan membagianya menjadi wali ijbar dan wali istihbab.
68

 

Berdasarkan hal ini, kita memberikan kesimpulan bahwa konsep 

kewalian dalam fikih Hanafi dapat diketahui berdasarkan penguasaan wali 

terhadap orang yang berada di bawahnya serta eratnya hubungan kekuasan 

dengan aspek penjagaan yang mana hal ini merupakan tujuan utamanya.
69

 

b. Malikiyah  

Fuqoha‟ Malikiyah juga tidak menyebutkan definisi secara jelas 

mengenai pengertian wali dalam akad nikah. Akan tetapi mereka 

memberikan isyarat-isyarat mengenai perwalian dalam akad nikah dengan 

pendapat mereka: 

 دلٍ ي عَ دَ اىِ شَ وَ  اقِ صدَ وَ  لٍِّ وَ  بِ لاا إِ  احَ كَ نِ لَا 

                                                             
67

 Ibn Nujaim al-Hanafi, Al-Bahr ar-Raiq Syarh Kanz al-Daqoiq (Bairut: Dar al-Kutub al-

Ilmiyah, 1997),  192.  
68

 Ala‟uddin bin Mas‟ud Al-Kasani, Bada‟ius Shanai‟ fi Tartibis Syarai‟ (Pakistan: al-

Maktabah al-Habibah, 1989),  247. 
69

 Musthofa Ahmad az-Zarqo, Al-fiqh al-Islami fi Saubihi al-Jadid (Suria: Matba‟at al-

Jami‟ah as-Suriyah, 1952), juz 1,  542.  

Ramdhan Abus Saud, Al-Wasith fi Syarhi Muqoddimatil Qonun al-Madani (Bairut: Dar al-

Jami‟ah, tt),  222. 
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Tidaklah dianggap sah akad nikah kecuali dengan adanya wali, 

maskawin dan dua orang saksi adil 
 70
 

Dalam madzhab Maliki teori perwalian diklasifikasikan atas wali 

khusus dan wali umum. Wali khusus ialah status kewalian yang diperoleh 

sebab nasab dan kerabat sebagaimana firman Allah: 

 عضٍ بَ  بِ ولَى م أَ هُ عضُ بَ  امِ رحَ وا الأَ ولُ أُ وَ 
orang-orang yang memiliki hubungan kerabat itu sebagiannya lebih 

berhak terhadap sesamanya (daripada yang tidak memiliki kerabat 
 71
 

Sedangkan wali umum adalah kewalian yang berlaku bagi seluruh 

umat Islam atas dasar keselarasan agama. Sebagaimana firman Allah: 

 اَ 
ُ
 وَ  ونَ نُ ؤمِ لم

ُ
 عضبَ  اءُ يَ ولِ م أَ هُ عضُ ات بَ نَ ؤمِ الم

Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan sebagian dari 

mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain 
 72
 

c. Syafi‟iyah  

Imam Syafi‟i tidak secara khusus memberikan definisi perihal 

kewalian dalam akad nikah, hanya saja beliau memberikan redaksi sebagai 

berikut dalam permasalahan kewalian dalam akad nikah: 

للأخوال ولاية  ولايكون الرجل ولياً بولاء وللمزوجة نسب من قبل أبيها يعرف ولا
بدا إلا أن يكونوا عصبة وإذا لَ يكن للمرأة عصبة ولْا موال فمواليها أولياؤىا بحال أ

ولا ولاء إلا لمعتق ثم أقرب الناس بمعتقها وليها كما يكون أقرب الناس بو ولِ ولد 
 المعتق لْا وقال اجتماع الولاة من أىل الولاء فِ ولاية المزوجة كاجتماعهم فِ النسب
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 Malik bin Anas, Al-Muatho (Bairut : Dar Ihya‟ Turost al-Arobi, tt), jus 2,  525. 
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 QS. Al-Anfal ayat 75. 
72

 QS. At-Taubah ayat 71. 
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Seorang laki-laki tidak bisa menjadi wali dari jalur wila‟ (tuan yang 

memerdekakan budak) bilamana perempuan yang hendak menikah 

diketahui masih memiliki nasab dari jalur ayah. Seorang paman dari 

ibu tidak bisa menjadi wali selamanya kecuali mereka berstatus 

sebagai ashobah. Dan bilamana seorang perempuan tidak memiliki 

satupun ashobah namun memiliki seorang tuan yang telah 

memerdekakannya, maka tuan tersebut bisa menjadi walinya. Tidak 

ada status wila‟ kecuali bagi orang yang memerdekakan budak, 

kemudian kerabat dari orang yang memerdekakan budak. Hal ini 

sebagaimana kerabat orang yang memerdekakan juga merupakan 

wali untuk anak wanita yang dimerdekakan. Ada pendapat yang 

mengatakan: seluruh orang yang telah memerdekakan budak 

merupakan orang-orang yang memungkinkan berstatus wila‟ dan 

menjadi wali perempuan (budak yang telah merdeka) yang hendak 

menikah, hubungan keduanya sebagaimana hubungan nasab.
 73
 

Dari redaksi ini kita dapat mengetahui konsep perwalian dalam akad 

nikah menurut madzhab Syafi‟i ditetapkan untuk menghindari kekosongan 

dari segi nasab. Sehingga apabila seorang perempuan tidak memiliki 

ashobah maka tuan yang memerdekakannyalah yang berhak untuk 

menikahkannya, kemudian ashobah  dari tuannya, kemudian tuan yang 

telah memerdekakan tuannya, kemudian ashobah tuan dari tuannya. 

Karena status wila‟  sama halnya dengan nasab. Dan pada akhirnya, apabila 

seorang perempuan tidak memiliki seseorang pun untuk dijadikan wali, 

maka walinya adalah pemerintah.
74

  

d. Hanabilah 

Ulama Hanabilah juga tidak memberikan definisi secara 

komprehensif yang dapat menjabarkan secara jelas pengertian dari wali 
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 Muhammad bin Idris al-Syafi‟i, Al-Umm (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1980),  15. 
74

 Muhyiddin al-Nawawi, Al-majmu‟ Syarh al-Muhadzab (Damaskus: Da al-fikr, tt), juz 16, 

147. 
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dalam akad nikah. Hanya saja mereka memberikan indikasi bahwasannya 

konsep perwalian dalam akad nikah berarti kesetujuan wali perempuan 

terhadap akad nikah serta menjadi syarat bagi keabsahan akad tersebut.  

Konsep ini adalah konsep yang ditawarkan oleh Abdur Rahman bin 

Qudamah dalam Al-Syarh Al-Kabir, beliau mengatakan :  

فإذا زوجت المرأة نفسها أو غيرىا لَ يصح ولاتملك توكيل غير وليها فإن فعلت لَ 
 يصح

Apabila seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri atau 

menikahkan orang lain maka dianggap tidak sah. Perempuan tersebut 

tidak dapat memiliki perwakilan yang dilakukan oleh selain walinya. 

Apabila tetap dilakukan maka tidak sah.
 75
 

B. Syarat Wali dalam Pernikahan  

Pakar hukum Islam telah menyimpulkan bahwa poin utama seseorang 

dapat dikategorikan sebagai wali ialah kecakapannya dalam menjalankan hal-hal 

yang berkaitan dengan kewalian. Beberapa dari mereka sepakat akan sebuah 

syarat dan sebagian dari mereka tidak sepakat perihal syarat yang lain. Oleh 

karena itu, pada pembahasan kali ini akan dijelaskan beberapa syarat seseorang 

dapat dikategorikan sebagai wali baik yang telah disepakati ataupun masih terjadi 

perbedaan pendapat. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut: 

1. Baligh  

                                                             
75

 Abdur Rahman bin Qudamah al-Maqdisi, Asy-Syarh al-Kabir (Bairut: Dar al-Kitab al-

Arabi, tt),  408. 
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Selagi tujuan ditetapkannya hak perwalian adalah penjagaan terhadap 

maula alaih dan kelangsungan sebuah maslahat, maka seorang wali haruslah 

orang yang telah baligh.
76

 Seluruh ulama telah sepakat bahwa baligh adalah 

syarat bagi seseorag untuk menjadi wali mereka memberikan alasan bahwa 

status kewalian bisa dianggap apabila seseorang memiliki sikap dan pola pikir 

yang matang bagi kemaslahatan maula alaih, sedangkan orang-orang yang 

tidak memiliki kecakapan tersebut tidaklah mampu untuk menanggung dirinya 

sendiri maupun orang lain.
77

 

2. Berakal  

Seorang wali tidaklah cukup dengan persyaratan baligh saja namun ia 

juga harus berakal. Hal ini dikarenakan adanya konsep perwalian 

ditetapkan atas dasar ketidakmampuan maula alaih untuk berpikir secara 

mandiri untuk mencapai kemaslahatannya sendiri. Orang gila yang tidak 

berakal tidaklah bisa untuk memikirkan urusannya sendiri maupun orang 

lain.
78

 

                                                             
76

 Baligh secara bahasa berarti sampai. Sedangkan secara istilah baligh berarti sebuah tanda-

tanda yang normal ditemukan pada manusia yang menunjukkan akan sebuah kedewasan. Baca: 

Ala‟uddin bin Mas‟ud Al-Kasani, juz 7, 171.  

Batas minimal umur munculnya tanda-tanda haid bagi laki-laki ialah 12 tahun karena 

kemungkinan paling muda seorang laki-laki mimpi basah ialah umur 12 tahun. Sedangkan bagi 

perempuan ialah umur 9 tahun karena di umur inilah seorang perempuan berpontensi haidl. Baca: Ibn 

Jarir al-Thobari, Jami‟ al-Bayan an Ta‟wil al-Qur‟an (Damaskus: Dar al-Fikr, 1951), juz 4,  335. 
77

 Muhammad Husain al-Dzahabi, Al-Ahwal al-Syakhshiyyah baina Madzhab Ahli as-Sunnah 

wa Madzhab al-Ja‟fariyah (Baghdad: Al-Syirkah al-Ahliyah, 1958),  95. 
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 Sami Ibrahim Ahmad, “Mas‟uliyat al-Syakhsh „am Man Hum Tahta Ri‟ayatih” (Tesis, 

Universitas Baghdad, 1983),  162. 
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Empat madzhab telah sepakat akan adanya syarat ini dengan alasan 

bahwa berakal juga merupakan syarat seseorang dikatakan mukallaf, dan 

apabila akal itu hilang maka hilang juga status kemukallafannya. Selain itu, 

seluruh ulama juga sepakat bahwa eksistensi syarat ini sangat menunjang 

terpenuhinya hak-hak dari maula alaih.
79

 

Orang yang daya pikirnya berkurang disebabkan sakit atau memasuki 

usia senja sehingga tidak bisa memahami situasi dan kondisi hukumnya 

juga disamakan dengan orang gila dalam hal tidak diperkenankan menjadi 

wali. Seluruh ulama empat madzhab sepakat akan gugurnya hak kewalian 

terhadap seseorang yang lemah daya pikirnya.
80

 

3. Merdeka  

Fuqoha mensyaratkan adanya status kemerdekaan bagi orang yang 

memiliki tanggung jawab untuk mengurus urusan kewalian. Maka hak 

kewalian tidak dapat jatuh pada seorang hamba dikarenakan kesibukannya 

mengurus urusan tuannya sehingga tidak dimungkinkan untuk mengurus 

urusan orang lain.
81

  

4. Islam  

Seorang wali disyaratkan merupakan seorang muslim. Lebih 

jelasnya, antara wali dan maula alaih haruslah sama-sama beragama Islam. 

                                                             
79

 Salam Abduz Zahrah al-fatalawi, “Mafhumul Wilayah fi Zuaji,” dalam Majallat al-

Muhaqqoq al-Hali lil Ulum al-Qonuniyah wa as-Siyasah (Babylon: University of Babylon, tt),  261. 
80

 Muhammad Amin, Rad al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshor (Bairut: Dar al-Fikr, 1995), jus 

3,  63. 
81

 Salam Abduz Zahrah al-Fatalawi,  262. 
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Karena seseorang yang tidak beragama Islam tidak bisa memiliki hak 

kewalian terhadap orang muslim.
82

 Berdasarkan firman Allah: 

 سَبِيلاً  الْمُؤْمِنِينَ  عَلَى للِْكَافِريِنَ  اللَّاُ  يََْعَلَ  وَلَنْ 
Dan Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk 

memusnahkan orang-orang yang beriman
 83
 

Sebab dibalik disyaratkannya harus beragama Islam ialah karena 

Allah telah memutus hubungan muwalah (kasih sayang/perwalian) antara 

kafir dan mukmin. Dalam al-Qur‟an Allah berfirman: 

 الْمُؤْمِنِينَ  دُونِ  مِن أَوْليَِآءَ  الْكَافِريِنَ  الْمُؤْمِنُونَ  يَ تاخِذِ  لاا 
Janganlah orang-orang mukmin menjadikan wali seorang kafir 

dengan meninggalkan orang-orang mukmin.
 84
 

5. Adil  

Terkadang penggunaan kata adil dapat diganti dengan kata amanah.
85

 

Dikatakan bahwa yang dimaksud dengan sifat adil ialah menjauhi dosa 

besar dan tidak mempertontonkan dosa kecil, senantiasa bertakwa dan 

menjaga muru‟ah, istiqomah dalam beragama, berakhlak mulia serta 

menjalankan ibadah-ibadah fardu.  

Ulama berbeda pendapat tentang persyaratan adil sebagai wali dalam 

akad nikah. Syafi‟iyah –menurut qoul rajih- berpendapat bahwa adil 

                                                             
82

 Muhammad Samarah, Ahkam wa Atsaru Zuwaj (Oman: Dar ats-Tsaqofah, 2008),  99. 
83

 QS. An-Nisa‟ ayat 141. 
84

 QS. Ali Imran ayat 28. 
85

 Muhammad Khidr Qadir, Daurat al-Iradat fi Ahkam al-Zuaj (Oman: Dar al-Yazuri al-

Ilmiyah, 2010),  192. 
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merupakan syarat bagi keabsahaan seseorang dikategorikan sebagai wali.
86

 

Begitu juga ulama Hanabilah –dalam salah satu qoulnya-, mereka 

mensyaratkan adanya sifat adil bagi seorang wali, baik wali nasab ataupun 

wali hakim.
87

 

Pendapat ini didasarkan atas alasan bahwa seorang wali sangat 

berperan penting untuk menentukan maslahat bagi maula alaih 

sebagaimana hadist yang diriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa Nabi 

bersabda:  

 لٍ دْ ي عَ دَ اىِ شَ وَ  دٍ شِ رْ مُ  لٍِّ وَ  بِ لاا إِ  احَ كَ  نِ لَا 
Nikah tidaklah sah kecuali dengan adanya wali yang mursyid serta 

dua saksi yang adil. 

 

Yang dimaksud dengan mursyid dalam hadist tersebut ialah adil. 

Sedangkan orang fasik tidak bisa dikategorikan mursyid serta tidak 

diperbolehkan menjadi wali atas perempuan dalam akad nikahnya.
88

 

Pendapat yang kedua adalah kelompok yang menganggap adil 

bukanlah merupakan syarat seseorang dapat dikategorikan sebagai wali. 

Hal ini dikarenakan cakupan kewalian hanyalah seputar adanya hubungan 

kekerabatan, rasa simpati serta pertimbangan maslahat, unsur-unsur ini 

                                                             
86

 Muhammad Kamaluddin Imam, Al-Zuaj wa al-Thalaq fi al-Fiqh al-Islami (Bairut: Al-

Muassasah al-Jami‟iyah, 1996),  109. 
87

 Zakaria al-Anshori, Fathul Wahhab bi Syarhi Minhaj al-Thullab (Bairut: Dar al-Kutub al-

Ilmiyah, 1998) juz 2  93. 
88

 Ahmad al-Baihaqi, As-Sunan al-Kubra (Damaskus: Dar al-Fikr, tt),  111. 
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tidak bisa hilang hanya sebab kefasikan.
89

 Pendapat ini adalah pendapat 

Hanafiyah dan Malikiyah serta Hanabilah menurut sebagian pendapat –

meskipun bukan pendapat yang rajih-.
90

 Mereka berargumentasi dengan 

ayat al-Qur‟an : 

 مْ نكُ ى مِ مَ يَ وا الْاَ حُ انكِ وَ 
Nikahkanlah pemuda-pemuda di antara kamu semua

 91
 

Ayat tersebut tidak mengindikasikan diharuskanya adil untuk menjadi 

seorang wali. Allah mengkhitobi lafadz wali dengan tanpa ada perincian 

antara wali adil ataupun fasik. 

Menanggapi hadist yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas, mereka 

menolak hadist tersebut dengan mengatakan hadist ini adalah hadist 

mudlthorib
92

 dan bahwa seseungguhnya yang dimaksud dengan „mursyid‟ 

ialah sebatas kecakapan untuk memikirkan kemaslahatan maula alaih.
93

 

6. Laki-laki  

Ulama‟ berbeda pendapat mengenai syarat ini. Mayoritas 

berpendapat bahwa laki-laki adalah syarat agar seseorang dapat dikatakan 

sebagai wali dikarenakan dalam kewalian diharuskan adanya sisi 

                                                             
89

 Abdul Fatah Mahmud Idris, Hukmu Wilayat al-Fasiq (California: University of California, 

1993),  82. 
90

 Abdul Fatah Mahmud Idris,  86. 
91

 QS. An-Nur ayat 32. 
92

 hadits yang diriwayatkan seorang atau banyak perawi dalam bentuk redaksi yang berbeda 

dengan riwayat yang masyhur, padahal sama-sama kuat sehingga tidak bisa ditarjih (ditentukan yang 

kuat) karena tidak mungkin dijama' (digabungkan). Baca: Hasan Muhammad Masysyath, Al-Taqrirat 

al-Saniyah fi Hilli Alfadzi  al-Manzumah al-Baiquniyah (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2013), 

33. 
93

 Abdul Fatah Mahmud Idris,  86. 
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kesempurnaan sedangkan perempuan adalah makhluk yang lemah. Sebab 

diharuskannya wali dalam akad nikah seorang perempuan juga dikarenakan 

atas ketidakmampuan perempuan untuk menentukan maslahat bagi dirinya 

sendiri apalagi bagi orang lain.
94

 Ulama-ulama yang berpendapat seperti ini 

adalah ulama Malikiyah, Syafi‟iyah, dan Hanabilah. 

Berbeda dengan pendapat mayoritas ulama, madzhab Hanafi –

menurut qoul rajih- berpendapat bahwa laki-laki bukanlah syarat bagi 

seseorang agar dikategorikan sebagai wali. Hal  ini berlandaskan bahwa 

dalam madzhab Hanafi status kewalian akan jatuh pada kerabat baik laik-

laki atau perempuan setelah tidak adanya ashobah.
95

 

 

C. Tujuan dan Fungsi Wali dalam Pernikahan 

Islam memberikan kekhususan terhadap akad nikah dari pada akad-akad 

yang lain. Dalam Islam –menurut Jumhur ulama- untuk keabsahan akad nikah 

diperlukan adanya persetujuan wali. Adapun tujuan dan fungsi disyaratkannya 

wali dalam akad nikah ialah sebagai berikut : 

1. Penjagaan terhadap maslahat perempuan
96

 agar mereka tidak salah memilih 

orang yang tidak pantas bersanding dengannya. Terkadang seorang wanita 

teperdaya oleh seorang laki-laki sehingga ia tidak mampu untuk menolaknya. 

Di sinilah letak kelemahan wanita yang mana merupakan tabiat dan 

                                                             
94

 Salam Abduz Zahrah al-Fatalawi,  264. 
95

 Yasin Sholih Abdul Karim, “Ahkam al-Wilayah fi Aqdi al-Zuaj” Dalam Majallat al-Huquq 

Kulliyyat al-Huquq Jami‟ah Naharain (Naharain: Jami‟ah Naharain, 2001),  231. 
96

 Musthofa al-Bugho, Al-Fiqh al-Manhaji (Damaskus: Dar al-Qolam, 1992), juz 4,  61. 
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karakteristiknya sendiri. Oleh karena itu, menjaganya tetap mulia serta 

menjaganya untuk tidak menyia-nyiakan pilihannya adalah peranan penting 

bagi seorang wali.
97

  

2. Seorang wali dapat memberikan edukasi terhadap nafsu akan sebuah perasaan 

serta mencegah keinginan yang datang secara tiba-tiba dengan memberikan 

tawaran solusi yang baik. Namun, seorang wali juga dilarang untuk 

menggunakan hak ini dengan sewenang-wenang.
98

  

3. Pernikahan anak perempuan tanpa melalui pertimbangan walinya dapat 

merenggangkan hubungan kekeluargaan yang mana pokok masalahnya ialah 

dorongan anak untuk menolak walinya tanpa mengindahkan pendapatnya. 

Sehingga memberikan kesempatan padanya untuk jatuh ke dalam godaan dan 

syahwat.
99

 

4. Pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali cenderung berakhir dengan 

perceraian disertai dengan beberapa konflik. Oleh karena itu, sangat 

dibutuhkan pandangan dari wali dalam permasalahan ini.
100

 

5. Disyaratkannya wali dalam pernikahan merupakan upaya preventif untuk 

mencapai tujuan utama dari sebuah pernikahan dalam Islam, yakni regenerasi 

umat muslim yang sehat serta matang pikiran, agama, dan jasmaninya.
101
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 Raid Jamil Ukasah, Al-Usrah al-Muslimah fi Zdili at-Taghayurat al-Mu‟ashiroh (Oman: 

Dar al-Fath, 2015),  201. 
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 Raid Jamil Ukasah,  201. 
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 Ahmad Muhammad Kan‟an, Al-Mausu‟ah al-Thobiyyah al-Fiqhiyyah (Bairut: Dar al-

Nafais, 2000),  158. 
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 Ahmad Muhammad Kan‟an,  158. 
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D. Pembagian dan Kedudukan Wali dalam Pernikahan 

Para ulama berbeda pendapat terhadap siapa saja yang memiliki  hak 

kewalian. Sebab perbedaan pendapat ini bersumber pada penjelasan mereka 

terhadap sebab-sebab adanya kewalian. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa 

sebab adanya kewalian yakni adanya hubungan kekerabatan dan kuatnya kasih 

sayang. Sedangkan sebagian yang lain berpendapat bahwa sebab kewalian adalah 

adanya hubungan ashabah. Berikut ini adalah tingkatan wali menurut beberapa 

mazhab dalam Islam: 

1. Hanafiyah  

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hak kewalian –baik kewalian 

ikhtiar ataupun kewalian ijbar-  dapat ditetapkan melalui hubungan ashobah
102

 

dari pihak laki-laki. Hubungan kewalian ini bertingkat sesuai dengan urutan 

kewarisan, maka ashobah yang jauh terhalangi oleh ashobah yang dekat. 

Berikut adalah urutan wali dalam mazhab Hanafi: 

a. Hubungan anak: mencakup anak kandung laki-laki, serta cucu laki-laki 

dari anak laki-laki, begitu seterusnya ke bawah. 

b. Hubungan ayah: mencakup ayah serta kakek dari pihak ayah, begitu 

seterusnya ke atas. 

c. Hubungan saudara: mencakup saudara kandung laki-laki, saudara laki-

laki seayah dan anak dari keduanaya, begitu seterusnya ke bawah. 
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 Izzuddin al-Qosam, As-Salafiyun wa Qodiyat Falisthin fi Waqi‟na al-Mua‟shir (Palestina: 

Bait al-Maqdis, 2002),  126. 
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 Salam Abduz Zahra al-Fatalawi,  252. 
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d.  Hubungan paman: mencakup saudara kandung laki-laki ayah, saudara 

laki-laki ayah seayah, anak laki-laki keduanya, begitu juga seterusnya ke 

bawah.  

Apabila hanya ada satu wali ashobah maka hak kewalian hanya ada 

pada wali tersebut. Akan tetapi bila ada banyak wali maka urutanya sesuai 

dengan hubungan paling dekat menurut kewarisan.
103

 Hubungan anak lebih 

didahulukan dari pada hubungan saudara baru kemudian hubungan paman. 

Oleh karena itu, anak laki-laki lebih didahulukan daripada ayah serta ayah 

lebih didahulukan daripada saudara laki-laki, begitu juga seterusnya.  

Apabila terdapat dua orang dalam hubungan yang sama maka lebih 

didahulukan siapa yang lebih dekat. Maka anak laki-laki lebih didahulukan 

daripada cucu laki-laki, saudara laki-laki lebih didahulukan dari pada anak 

dari saudara laki-laki. Apabila derajat dan status hubungannya sama maka 

dipertimbangkan  siapa yang lebih kuat hubungan kekerabatannya dengan 

maula alaih dari sisi ayah dan ibu daripada dari sisi ayah saja. Kuatnya 

hubungan kekerabatan merupakan indikasi akan kuatnya kasih sayang. 

Konsep kewalian ini dibangun atas dasar kasih sayang dan penjagaan terhadap 

maslahat.
104

 

Apabila tidak ditemukan satupun ashobah dari nasab yang dapat 

menjadi wali dari maula alaih ataupun ada namun tidak memenuhi syarat-
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 Abdul Aziz Ramadhan Samak, Ahkam al-Usroh al-Islamiyah fi al-Fiqh al-Islami wa al-

Qonun al-Misri (Kairo: tanpa peneribit, 2006),  150. 
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 Syamsuddin al-Sarkhi, Al-Mubsuth (Bairut: Dar al-Ma‟rifah, tt), juz 4,  219. 
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syarat menjadi wali maka menurut pendapat imam Abu Hanifah hak 

kewaliannya dipindahkan kepada kerabat yang bukan ashobah baik 

perempuan ataupun laki-laki sebagaimana tingkatan berikut: 

1. Asal keturunan: mencakup ibu, ibunya ayah kemudian ibunya ibu. 

2. Anak kandung: mencakup anak perempuan, cucu perempuan dari anak 

laki-laki, cucu perempuan dari anak perempuan. 

3. Anak ayah ibu: mencakup saudara perempuan kandung, saudara 

perempuan seayah, saudara laki-laki dan perempuan seibu. 

4. Anak kakek nenek: mencakup bibi dari ayah, paman dan bibi dari ibu, serta 

anak-anak mereka semua. 

Apabila bagi maula alaih tidak ditemukan kerabat baik dari ashobah 

ataupun bukan, maka hak kewalian berada di tangan pemerintah berdasarkan 

hadist: 

 ولَ  لِا  وَ لَا  نْ مَ  لُِّ وَ  انُ طِ لْ لسُّ اَ 
Pemerintah adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.

 105  

 

Wali hakim dapat tergantikan oleh seorang qodli meskipun dua sahabat 

Abu Hanifah berpendapat bahwa perpindahan hak kewalian pada wali hakim 

dapat terjadi ketika tidak ditemukan ashobah meskipun masih ada kerabat-

kerabat lain karena menurut mereka berdua tidak ada hak kewalian selain dari 

ashobah.  

                                                             
105

 Ahmad bin Ali al-Tamimi, Musnad Abi Ya‟la (Damaskus: Dar al-Ma‟mun li al-Turats, 

1984), juz 9, 191; Ahmad bin Hanbal, Munad al-Imam Ahmad (Mesir: Muassasah al-Risalah, 1999), 

juz 42, 199. 
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2. Malikiyah  

Ulama Malikiyah membuat tingkatan hak kewalian sebagai mana 

berikut:
106

  

a. Anak, meskipun dari hasil zina karena ia juga merupakan ashobah.
107

 

b. Ayah. 

c. Saudara, diutamakan sekandung daripada seayah. 

d. Kakek dan seterusnya ke atas. 

e. Paman, diutamakan sekandung dengan ayah daripada seayah dengan 

ayah. 

f. Anak paman, diutamakan sekandung dengan ayah daripada seayah 

dengan ayah. 

Apabila tidak ditemukan ashobah dari apa yang sudah disebutkan di atas 

maka hak kewalian berpindah kepada wali hakim. Namun, apabila tidak 

terdapat wali hakim semisal maula alaih berada di daerah terpencil maka hak 

kewalian berpindah kepada umat muslim secara umum yang harus 

dilaksanakan sebagaimana pelaksanaan fardlu kifayah, maka apabila tidak ada 

yang bersedia menjadi wali berdosalah seluruhnya.
108

 

Adapun wali ijbar dalam pernikahan tidak berlaku dalam mazhab 

Malikiyah kecuali bagi ayah ataupun seseorang yang menerima wasiat dari 
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 Ahmad bin Ahmad al-Sinqithi, Mawahib al-Jalil min Adillati al-Khalil (Qatar: Dar Ihyai 

al-Turats al-Arabi, 1986), juz 3, 31. 
107

 Khalid Abdur Rahman al-„Iq, Mausu‟at al-Fiqh Al-Maliki (Damaskus: Dar al-Hikmah, 

1993), juz 3  638. 
108

 Muhammad bin Addullah al-Khirsi, Syarh al-Hirsi (Mesir: Mathba‟ah Kubro al-Amiriyah, 

1317 H), 181-182. 
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ayah. Ditetapkannya hak ijbar kepada ayah karena adanya kasih sayang yang 

paling nyata. Sedangkan ditetapkannya hak ijbar kepada orang yang menerima 

wasiat ayah dikarenakan ayah pasti menyerahkan urusan pernikahan putrinya 

kepada orang yang menurutnya bisa menjalankan kemaslahatan.
109

 

3. Syafi‟iyah  

Menurut Syafi‟iyah hak kewalian pertama-tama jatuh terhadap orang tua 

dan yang paling utama ialah ayah baru kemudian kakek dari ayah begitu juga 

seterusnya ke atas.
110

 Hal ini dibedakan atas dasar kasih sayang.
111

 

Ulama Syafi‟iyah membedakan ashobah dalam hukum pewarisan 

dengan perwalian karena dalam hukum pewarisan saudara laki-laki saling 

berbagi (satu tingkatan) dengan  kakek. Di samping itu, mereka menjadikan 

kakek sebagai wali di atas saudara laki-laki atas dasar adanya kasih sayang 

dan penjagaan terhadap maslahat dan kedua dasar ini adalah dasar yang paling 

logis.
112

  

Kemudian barulah hak kewalian jatuh kepada saudara sekandung, 

saudara seayah, serta anak dari keduanya. Terakhir hak kewalian akan jatuh 

kepada paman sesuai dengan tingkatannya dalam waris dengan 

                                                             
109

 Abdul Aziz ali Mubarak al-Ahsai,  Tabayyun al-Masalik Syarh Tadrib al-Masalik ila 

Aqrobi al-Masalik (Bairut : Dar al-Arabi al-Islami, tt), juz 3, 43. 
110

 Muhammad al-Syirbini al-Khotib, Mughni al-Muhtaj ila Ma‟rifati Ma‟ani Alfadi al-

Minhaj (Mesir : Maktabah Mustofa al-Babi, 1958), Juz 3, 151; Mahmud bin Ahmad al-Ini, Al-Binayah 

Fi Syarhi al-Hidayah (Bairut: Dar al-Fikar, 1980),  611; Samih Athif Zain, Mausuat al-Ahkam al-

Syariah Fi al-Kitab Wa al-Sunnah (Mesir: Dar al-Kitab al-Misri, tt), juz 3, 114.  
111

  Abdul Majid Mahmud Matlub, Al-Wajiz fi Ahkam al-Usrah al-Islamiyah (Kairo: Dar al-

Nahdlah al-Arabiyah, 1984), 161. 
112

 Syamsuddin al-Romli, Nihayat al-Muhtaj ila Syarhi al-Minhaj (Mesir: Mustofa al-Babi al-

Halabi Wa Auladuhu, 1983), juz 6, 226. 
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mengutamakan paman sekandung dengan ayah daripada paman yang hanya 

seayah dengan ayah serta anak-anak mereka berdua, begitu juga seterusnya ke 

bawah.
113

 

Syafi‟iyah tidak mengatakan bahwa anak keturunan dapat menjadi wali 

ketika membahas perwalian dalam akad nikah. Mereka memberikan 

argumentasi bahwa anak keturunan bukan merupakan golongan yang dapat 

menikahkan ibunya sendiri dikarenakan hak kewalian berarti kekuasaannya 

terhadap ibunya sendiri. Sedangkan anak keturunan tidak memiliki kekuasan 

terhadap ibunya sendiri dan secara fitrah seorang anak akan enggan 

menikahkan ibunya sendiri, maka pandangannya bukan lagi pandangan 

maslahat.
114

 

Dalam keadaan tidak ditemukannya wali dari ashobah maka hak 

kewalian berpindah kepada wali hakim. Adapun status ijbar, ulama Syafi‟iyah 

menetapkan ayah kemudian kakek sebagai wali ijbar. Dalam permasalahan ini 

Imam Syafi‟i berkata: 

ليس لأحد غير الآباء أن يزوج بكراً ولا ثيباً صغيرة بإذنها ولا بغير إذنها ولا يزوج 
واحدة منهما  حتَّ تبلغ فتأذن فِ نفسها وإن زوجها أحد غير الآباء صغيرة فالنكاح 

 مفسوخ ولا يتوارثان ولايقع عليها طلاق وحكمو حكم النكاح الفاسد

Tidak seorangpun selain ayah yang dapat menikahkan anak gadis 

yang masih perawan ataupun janda yang masih belia dengan atau 

tanpa izinnya hingga perempuan tersebut mencapai usia baligh lalu 

memberinya izin pada dirinya sendiri. Maka apabila seseorang selain 

                                                             
113

 Salam Abduz Zahro al-Fatalawi,  254. 
114

 Syihabuddin al-Romli,  227. 
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ayah menikahkan perempuan belia tersebut maka nikahnya dianggap 

batal, keduanya (mempelai pria dan wanita) tidak saling mewarisi 

dan tidak pula jatuh talak. Adapun hukumnya disamakan dengan 

nikah yang fasid.
 115
 

4. Hanabilah  

Kewalian ijbar dalam mazhab Hanabilah hanya terdapat kepada ayah 

dan orang yang diberi wasiat oleh ayah saja. Sedangkan kewalian ikhtiar 

dalam pernikahan menurut mazhab Hanbali dapat diurutkan sebagaimana 

berikut:
116

  

a. Orang tua, didahulukan ayah, kakek kemudian seterusnya hingga ke atas. 

b. Anak keturunan, didahulukan anak kandung, cucu kemudian seterusnya 

hingga ke bawah. Ulama Hanabilah menetapkan hak kewalian kepada 

anak keturunan setelah sebelumnya pada orang tua. Tuntutan qiyas dalam 

permasalahan ini ialah bahwa seorang anak keturunan haruslah memiliki 

kriteria yang dimiliki oleh ashobah lainnya baik adil, amanah, serta 

pertimbangan aspek lainya. Maka perampasan hak kewalian yang 

dilakukan oleh seorang anak terhadap kemungkinan wali lainnya dengan 

pertimbangan dia lebih menyayangi ibunya dari pada yang lain dianggap 

keputusan yang utama dan relevan. Dalam kasus ini ulama Hanabilah 

                                                             
115

 Muhammad bin Idris al-Syafi‟i, juz 5, 20. 
116

 Mansur bin Yunus al-Bahuti, Syarah Muntaha al- Irodad (Bairut: Alim al-Kitab, 1406 H), 

juz 3, 17.  
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berbeda pendapat dengan ulama Syafi‟iyah yang berpendapat bahwa anak 

tidak boleh menikahkan ibunya.
117

 

c. Saudara, didahulukan saudara kandung atas saudara seayah, kemudian 

anak-anak mereka berdua dan seterusnya ke bawah. Dan didahulukan 

anak dari saudara kandung daripada anak dari saudara seayah. 

d. Paman, didahulukan paman yang sekandung dengan ayah dari pada 

seayah dengan ayah.  

e. Pamannya ayah dari pihak kakek, kemudian anak laki-lakinya serta begitu 

juga seterusnya ke bawah. 

f. Majikan yang telah memerdekakannya dari perbudakan, kemudian 

ashobah dari majikan tersebut.
118

 

g. Pemerintah atau wali hakim yang mendapatkan hak kewalian secara 

umum. Ketika tidak terdapat wali hakim maka hak kewalian jatuh kepada 

orang laki-laki yang adil dan bijaksana.
119
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 Muhammad Syirbini al-Khotib, juz 3, 151. 
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 Mansur bin Yunus al-Bahuti, Kisyaf al-Qina‟ ala Matni al-Iqna‟ (Bairut: Darul Ihya‟ 

Turost al-Arobi, 1999), juz 5, 62-63. 
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 Abdullah bin Ahmad al-Makdisi, juz 7, 352. 
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BAB IV 

IMPLEMENTASI TARJIH MAQASHIDIY KONTRADIKSI NASH 

PERSYARATAN WALI DALAM AKAD NIKAH 

  

A. Dalil Yang Mendasari Argumentasi Hanafiah dan Jumhur Ulama 

Dalam pembahasan pernikahan ulama tidak mencapai kesepakatan 

perihal status wali sebagai keabsahan sebuah pernikahan. Mazhab Hanafi berani 

memberikan argumentasi berbeda dengan Jumhur ulama yang menyatakan 

bahwa wali merupakan syarat atas keabsahan sebuah pernikahan. Baik mazhab 

Hanafi ataupun Jumhur ulama sama-sama memiliki argumentasi serta dalil baik 

aqli maupun naqli yang dalam hal ini sering disebutkan pada kajian-kajian 

ikhtilaf dalam diskursus fikih lintas mazhab.  

Dalam menanggapi khilaf antara Hanafiyah dan Jumhur, Ibn Rusyd 

memberikan alasan mengapa khilaf ini bisa terjadi. Beliau memberikan komentar 

sebagaimana berikut : 

سبب اختلافهم أنه لَ تأت آية ولا سنة هي ظاهرة فِ اشتراط الولاية فِ النكاح عن 
أن يكون فِ ذلك نص، بل الآيات و السنن التي جرت العادة بالإحتجاج بها عند 

شترطها هي كلها محتملة، وكذلك الآيات و السنن التي يحتج بها من يشترط من اس
اسقاطها هي ايضا محتملة فِ ذلك. و الأحادث مع كونها محتملة فِ ألفاظها مختلفة 
فِ صحتها إلا حديث ابن عباس وإن كان المسقط لْا ليس عليه دليل لأن الأصل 

 .براءة الذمة
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Adanya khilaf ini disebabkan oleh tidak adanya nash yang jelas baik 

al-Qur’an ataupun hadist yang membahas terkait persyaratan wali 

dalam pernikahan. Ayat dan hadist yang dijadikan hujjah bagi 

golongan yang mewajibkan adanya wali dalam pernikahan masih 

berstatus ihtimal tidak sharih maknanya. Begitu juga ayat dan hadist 

yang menjadi dasar dari golongan yang tidak mensyaratkan wali 

dalam nikah juga berstatus ihtimal. Hadist-hadist tersebut selain 

ihtimal dari segi lafadznya juga ihtimal dari segi kesahihannya kecuali 

hadist dari Ibnu Abbas, meskipun hadist yang digugurkan tidak 

memiliki dalil karena secara asal berlaku kaidah terbebasnya 

tanggungan.  

 

1. Mazhab Hanafi 

a. Argumentasi Mazhab Hanafi 

Abu Hanifah serta Abu Yusuf dalam sebuah riwayat 

menyampaikan: 

نكاح حرة مكلفة )بالغة عاقلة( بلا رضا ولِ، فللمرأة البالغة العاقلة أن ينفذ 
تتولى عقد زواجها، وزواج غيرها، لكن إذا تولت عقد زواجها، وكان لْا ولِ 
عاصب، اشترط لصحة زواجها ولزومه أن يكون الزوج كفئاً، وألا يقل المهر 

ا  على الزواج عن مهر المثل. فإذا تزوجت بغير كفء، فلوليها حق الاعتر 
ويفسخه القاضي، إلا أنه إذا سكت حتَّ ولدت أو حملت حملًا ظاهراً، 
سقط حق الولِ فِ الاعترا  على الزواج ويفسخه القاضي، إلا أنه إذا 
سكت حتَّ ولدت أو حملت حملًا ظاهراً، سقط حق الولِ فِ الاعترا  

ق بين أبويه، فإن وطلب التفريق، حفاظاً على تربية الولد، ولئلا يضيع بالتفري
 .بقاءهما مجتمعين على تربيته أحفظ له بلا شبهة

Dianggap sah nikahnya perempuan merdeka yang telah 

mukallaf (baligh dan berakal) meskipun tanpa restu dari orang 

tuanya. Maka bagi seorang perempuan baligh lagi berakal 

diperbolehkan untuk menjadi wali baik bagi akad nikahnya 

sendiri maupun orang lain. Akan tetapi apabila ia telah 
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menjadi wali atas dirinya sendiri namun masih terdapat wali 

ashobah, atas keabsahaan dan keberlangsungan akad nikahnya 

disyarakatkan pihak mempelai pria haruslah sepadan. Serta 

maharnya tidak kurang dari mahar mitsil. Maka apabila 

perempuan tersebut menikah tanpa adanya kesepadanan, 

walinya berhak untuk tidak setuju atas pernikahannya dan 

hakim membatalkannya. Kecuali jika walinya diam saja 

sampai perempuan tersebut melahirkan atau masih hamil maka 

gugurlah hak wali untuk tidak setuju atas pernikahannya 

ataupun upaya untuk memisahkannya dengan suaminya. Hal 

ini merupakan upaya preventif untuk pendidikan anak 

sehingga anaknya tidak terabaikan akibat perceraian orang 

tuanya. Karena kebersamaan orang tua dianggap lebih bisa 

menjaga anak secara nyata.
 120

 

b. Dalil Mazhab Hanafi 

1. QS. Al-Baqarah ayat 234 

ا ف حعحلْنح فِ أحنْ فُسِهِنَّ    باِلْمحعْرُوفِ فحلاح جُنحاحح عحلحيْكُمْ فِيمح
Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat 

terhadap diri mereka perihal sesuatu yang mereka patut.
 121

 

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa ayat ini 

merupakan dalil atas kebolehan perempuan untuk 

melakukan akad nikah dengan dirinya sendiri. Ulama 

Hanafiyah juga mengatakan bahwa dalam beberapa ayat 

ditemukan penyandaran pekerjaan akad nikah kepada 

                                                           
120

 Al-Zuhaili, Mausuat al-Fiqh wa al-Qadlaya al-Mu’ashirat (Damaskus: Dar al-Fikr, 2010), 

juz 8, 196. 
121

 QS. Al-Baqarah ayat 234 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

70 

 

perempuan sebagaimana yang akan dijelaskan 

berikutnya.
122

  

2. QS. Al-Baqarah ayat 230 

ا فإنْ  تَّ   ب حعْدُ  مِنْ  لحهُ  تِحلُّ  فحلاح  طحل قحهح اً  ت حنْكِحح  حح رحهُ  زحوْجح  غحي ْ
Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), 

maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia menikah 

dengan suami yang lain.
 123

 

 

3. QS. Al-Baqarah ayat 232 

لحهُنَّ  هُنَّ وإذا طحل قْتُمُ النِّساءح ف حب حلحغْنح أجح   فحلاً ت حعْضُلوهُنَّ أنْ يحنكِحْنح أزْوحاجح
Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, 

maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin 

lagi dengan bakal suaminya.
124

 

Dalam kedua ayat ini terdapat indikasi mengisnadkan kata 

al-zuaj yang berarti pernikahan kepada al-mar’ah yang berarti 

perempuan. Pada dasaranya konsep penisnadan haruslah kepada 

fail yang haqiqi.
125

 

4. Hadist Ibn Abbas 

قُّ  الْأحيمُِّ  قحالح  وحسحلَّمح  عحلحيْهِ  اللَّهُ  صحلَّى اللَّهِ  رحسُولح  أحنَّ  عحبَّاس   ابْنِ  عحنْ  ا أححح  مِنْ  بنِ حفْسِهح
ا ن حفْسِهحا فِ  تُسْتحأْذحنُ  وحالْبِكْرُ  وحليِ ِّهحا ا وحإِذْنُ هح اتُ هح  صُمح

dari Ibnu Abbas bahwa rasulullah saw. bersabda: 

“perempuan yang tidak memiliki suami lebih berhak 

atas dirinya sendiri daripada walinya, sedangkan 
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 Abu al-Walid ibn Rusyd, 442. 
123

 QS. Al-Baqarah ayat 230 
124

 QS. Al-Baqarah ayat 232 
125

 Al-Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah (Bairut: dar al-fikr, 1983),  jilid 2,  114 
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seorang gadis haruslah dimintai izinnya dan izinnya 

adalah diamnya” .
126

 

Lafadz al-ayim pada hadist tersebut  memiliki arti 

perempuan yang tidak memiliki suami baik gadis 

ataupun janda. Maka hadist ini menunjukkan bahwa 

perempuan memiliki hak untuk melakukan sebuah 

akad.
127

  

5. Penyamarataan akad nikah dengan akad-akad yang lain seperti 

jual beli dan sejenisnya. Perempuan dipandang bisa leluasa 

melakukan akad jual beli sehingga ulama Hanafiyah juga 

memberikannya kebebasan untuk melaksanakan akad nikah. 

Adanya konsep wali dalam akad nikah Hanafiyah tidaklah 

bertentangan dengan kebebasan perempuan untuk melaksanakan 

akad nikahnya sendiri. Konsep wali dalam akad nikah Hanafiyah 

dapat berlaku dalam keadaan perempuan menggunakan haknya 

secara sembrono dan menikah tanpa adanya kafa’ah, karena 

ketika perempuan menggunakan haknya secara sembrono maka 

aibnya juga merupakan aib walinya.
128
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 Muhammad bin Isa al-Tirmidi, Al-Jami’ al-Sahih Sunan al-Tirmidy (Bairut: Dar Ihya’ al-

Turats al-Araby, tt), juz 3, 416. 
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 Al-Sayyid Sabiq, jilid 2, 114; Wahbah al-Zuhaili, juz 8, 196. 
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6. Hadist-hadist yang mensyaratkan wali dalam akad nikah 

mengarah pada kekurangcakapan perempuan seperti masih belia 

ataupun gila.
129

 

2. Jumhur Ulama 

a. Argumentasi Jumhur Ulama 

Mayoritas ulama berpendapat bahwa nikah tidak sah kecuali 

dengan adanya wali. Permpuan tidak memiliki hak untuk menikahkan 

dirinya sendiri maupun orang lain, serta tidak diperkenankan untuk 

mewakilkan kepada selain walinya dalam pernikahannya. Apabila tetap 

dilakukan –meskipun oleh perempuan baligh, berakal serta cerdas- maka 

nikahnya dianggap tidak sah.       

Pendapat mayoritas ulama ini juga merupakan pendapat mayoritas 

sahabat seperti Ibn Umar, Ali bin Abi Thalib, Ibn Mas’ud, Ibn Abbas, 

Abu Hurairah, dan Sayyidah Aisyah. Pendapat ini juga dipakai oleh 

generasi tabi’in antara lain ialah Said ibn al-Musayyib, Al-Hasan, Umar 

bin Abdul Aziz, Jabin bin Zaid, As-Sauri, Ibn Abi Laila, dan 

sebagainya.
130

 

b. Dalil Jumhur Ulama 

1.  QS. An-Nur ayat 23 

  وحإِمحائِكُمْ  عِبحادكُِمْ  مِنْ  وحالصَّالحِِينح  مِنْكُمْ  الْأحيحامحى وحأحنْكِحُوا
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 Al-Sayyid Sabiq, jilid 2, 114. 
130

 Wahbah al-Zuhaili, Mausuat al-Fiqh wa al-Qadlaya al-Mu’ashirat, juz 8, 197. 
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Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, 

dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba 

sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang 

perempuan. 

 

2. QS. Al-Baqarah ayat 221 

تََّّ  الْمُشْركِِينح  ت حنْكِحُوا وحلاح   يُ ؤْمِنُوا حح
Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan 

wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. 
 

Kedua ayat di atas mengindikasikan perintah untuk 

menikahkan kepada seorang laki-laki bukan kepada seorang 

perempuan. Seakan-akan Allah swt. mengatakan : “janganlah 

kamu nikahkan maula alaihmu wahai para wali kepada orang-

orang musyrik”.
131

 

3. Hadist dari Abi Musa bahwa Rasulullah saw. bersabda: 

 لا نِكاحح إلاَّ بوحلٍِّ 
Tidak dianggap sah sebuah akad nikah kecuali dengan adanya 

wali. 

 

4. Hadist riwayat Imam Al-Bukhori Dari Al-Hasan 

ثنِ محعقِلُ 232عن الححسحنِ فِ قوله تعالى: فحلاح ت حعْضُلُوهُنَّ ]البقرة:  [ قال: )حدَّ
ا نزحلحت فيه، قال: زوَّجتُ أُختًا لِ مِن رجُل  فطحلَّقحها، حتَّ إذا  بنُ يحسار  أنهَّ

طبُُها، فقلتُ له: زوَّجتُك وف حرحشْتُك وأكرحمتُك،  تُِا جاء يَح فطحلَّقْتحها، انقحضحت عِدَّ
طبُُها! لا والِله لا تعودُ إليك أبدًا. وكان رحجُلًا لا بأسح به، وكانت  ثم جِئتح تَح

[، 232المرأةُ تريدُ أن ترجِعح إليه، فأنزل الُله هذه الآيةح:  فحلاح ت حعْضُلُوهُنَّ ]البقرة: 
ها إيَّاه(  فقُلتُ: الآن أفعحلُ يا رحسولح الِله. قال: فزوَّجح
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 Al-Sayyid Sabiq, jilid 2,  112. 
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Dari al-Hasan dalam firman Allah ta’ala: maka janganlah kamu 

(para wali) menghalangi mereka (al-Baqarah 232), beliau 

berkata: telah bercerita padaku Ma’qil bin Yasar bahwa ayat  ini 

turun berkenaan dengannya. Ia berkata: aku  menikahkan saudari 

perempuanku dengan seorang pria, kemudian ia menceraikannya 

hingga masa idahnya  habis. Lalu pria tadi datang meminangnya. 

Saya berkata padanya: Aku dulu menikahkanmu dan 

menghormatimu tetapi kamu menceraikannya, sekarang kamu 

datang meminangnya. Tidak… demi Allah… aku tidak mau 

mengembalikannya kepadamu selamanya. Pria itu tidak bereaksi 

apa-apa, sementara, wanita (saudari saya) malah ingin kembali 

menjadi istrinya. Maka Allah menurunkan ayat ini. Maka saya 

berkata, “Wahai Rasulullah, saya taat akan melaksanakan 

(menikahkannya lagi)”.
132

 

 

Ibn Hajar al-Asqolani dalam Fath al-Bari berkomentar: 

sebab dari turunnya ayat yang telah disebutkan di atas adalah 

argumentasi terkuat. Ini merupakan dalil yang paling jelas terkait 

eksistensi wali atau paling tidak menunjukkan makna dari 

‘adholnya seorang wali. Jikalau memang seorang perempuan tadi 

bisa menikahkan dirinya sendiri maka seharusnya ia tidak 

membutuhkan saudaranya.
133

 

5. Hadist riwayat Aisyah ra.: 

ا امرأة  عن عائِشةح رحضِيح الُله عنها، أنَّ رحسولح ا لِله صلَّى الُله عليه وسلَّم قال: )أيُُّ
نحكحححت بغيِر إذنِ وحليِِّها فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فإنْ 
روا فالسُّلطانُ وحلُِّ محن لا  لَّ مِن فحرجِها، فإن اشتحجح هرُ بما استحح

ح
لح بها فلها الم دخح

 ولَِّ له(
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 Muhammad bin Ismail al-Bukhori, Sahih al-Bukhori (Bairut: Dar Ibn Katsir, 1987), juz 5, 

1972. 
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 Al-Sayyid Sabiq, jilid 2,  112. 
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Dari Aisyah ra. bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: 

bilamana seorang perempuan menikah tanpa izin dari walinya 

maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. 

jika suaminya telah menggaulinya maka bagi wanita tersebut 

mahar dari kehormatan yang telah diberikannya dan dihalalkan 

baginya, dan jika ada perselisihan dari wali keluarga wanita, dan 

apabila tidak ada wali bagi si perempuan, maka hakim atau 

penguasalah yang berhak menjadi wali bagi wanita yang tidak 

ada wali baginya.
134

 
 

6. Pernikahan merupakan prosesi serius serta ibadah yang paling 

panjang yang memiliki tujuan yang bermacam-macam dalam 

membangun keluarga, ketenangan serta kelanggengan dalam 

menjalaninya. Seorang laki-laki dengan pengetahuan  yang luas 

dalam masalah kehidupan dianggap lebih mampu untuk menjaga 

intisarinya dibanding perempuan yang pengetahuannya terbatas 

oleh tempat dan waktu. Oleh karena itu, pelimpahan tanggung 

jawab kepada walinya merupakan sebuah kemaslahatan.
135

 

 

B. Implementasi Tarjih Maqashidiy 

Kontradiksi yang terjadi terhadap dalil-dalil
136

 yang menjadi dasar 

argumentasi para ulama haruslah disikapi dengan sebuah metode penyelesaian 

                                                           
134

 Abu Bakar al-Baihaqi, Sunan al-Baihaqi (Makkah: Maktabah Dar al-Baz, 1994), juz 7, 

105. Muhammad bin Isa al-Tirmidi, Al-Jami’ al-Sahih Sunan al-Tirmidi, juz 3, 407. Abu Hasan al-

Daruquthni, Sunan al-Daruquthni (Bairut: Dar al-Ma’rifah, 1966), juz 1, 84. 
135

 Wahbah az-Zuhaili, juz 8, 197. 
136

 Dalam menanggapi kontradiksi yang terjadi antara nash kita harus meyakini bahwa 

pertentangan yang terjadi hanya pada dzahirnya saja. Ayat-ayat al-Qur’an tidak mungkin bertentangan 

satu dengan yang lainnya, begitu juga hadist. Oleh karena diperlukan pemahaman yang sangat 

mendalam perihal teori-teori untuk menghilangkan adanya ta’arudl yang terjadi di antara nash 

sehingga tidak jatuh kepada keyakinan bahwa ada nash yang saling bertentangan secara esensial satu 

dengan yang lainnya. 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

76 

 

solutif. Para ulama terdahulu sudah mencoba beberapa metode penyelesaian 

sesuai dengan urutan yang ditetapkan oleh mazhab mereka masing-masing. 

Seperti yang sudah disinggung pada pembahasan awal, dalam menyikapi 

kontradiksi antar beberapa dalil, antara Jumhur ulama dan Hanafiyah terdapat 

perbedaan pendapat mengenai tingkatan solusi yang pertama kali harus dipakai. 

 Imam Abu Hanifah sudah mencoba untuk memberikan solusi dengan 

metode jam’u (mengkompromikan) dalil yang saling bertentangan. Dalam hal ini 

dalil pertama adalah hadits dari Aisyah: 

ت بغيِر إذنِ وحليِِّها فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِ  حح ا امرأة  نحكح لٌ، أيُُّ
روا فالسُّلطانُ وحلُِّ محن لا ولَِّ  لَّ مِن فحرجِها، فإن اشتحجح هرُ بما استحح

ح
لح بها فلها الم فإنْ دخح

 له
Bilamana seorang perempuan menikah tanpa izin dari walinya maka 

nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. maka jika 

suaminya telah menggaulinya maka bagi wanita tersebut mahar dari 

kehormatan yang telah diberikannya dan dihalalkan baginya, dan jika 

ada perselisihan dari wali keluarga wanita, dan apabila tidak ada wali 

bagi si perempuan, maka hakim atau penguasalah yang berhak menjadi 

wali bagi wanita yang tidak ada wali baginya".
137

 

 

Sedangkan hadist yang kedua ialah: 

ا اتُ هح ا صُمح ا وحإِذْنُ هح ا وحالْبِكْرُ تُسْتحأْذحنُ فِ ن حفْسِهح قُّ بنِ حفْسِهحا مِنْ وحليِ ِّهح  الْأحيمُِّ أححح
Perempuan yang belum bersuami itu lebih berhak atas dirinya 

daripada walinya, sedangkan seorang gadis harus dimintai izinnya dan 

izinnya adalah diamnya. 
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 Abu Bakar al-Baihaqi, Sunan al-Baihaqi (Makkah : Maktabah Dar al-Baz, 1994), juz 7, 

105. Muhammad bin Isa al-Tirmidi, Al-Jami’ al-Sahih Sunan al-Tirmidi, juz 3, 407. Abu Hasan al-

Daruquthni, Sunan al-Daruquthni (Bairut : Dar al-Ma’rifah, 1966), juz 1, 84. 
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Imam Abu Hanifah mengartikan lafadz imroatin dalam hadist pertama 

dengan budak perempuan sehingga makna hadistnya menjadi nikahnya budak 

perempuan dengan menikahkan dirinya sendiri dianggap batal. Sedangkan 

nikahnya perempuan yang merdeka meskipun dengan menikahkan dirinya 

sendiri dianggap sah. Namun solusi ini tidak diterima oleh Jumhur dan sangat 

ditentang oleh Imam Ghozali.
138

 

Oleh karena itu, pada pembahasan kali ini akan ditawarkan sebuah solusi 

penyelesaian kontradiksi dalil-dalil dari kedua belah pihak di atas dengan 

penyelesaian tarjih maqashidiy yang secara garis besar dapat diaplikasikan 

melalui tiga pendekatan:
139

 

1. Aspek Jalbu al-Manfaat wa Dar’u al- Mafsadat
140

 

Kaidah ini adalah simbol inti dalam maqoshid syariah sehingga di 

setiap penetapan hukum Islam selalu mengarah dan didasari atas kaidah ini. 

Adapun model tarjih yang memungkinkan terjadi dalam kaidah ini adalah:  

a. Apabila terdapat kontradiksi antara dua nash yang satu berfaidah 

mendatangkan manfaat dan yang lainnya berfaidah menolak mafsadat 

maka nash yang berfaidah menolak mafsadat mentarjih nash yang 

berfaidah mendatangkan manfaat. 

b. Apabila terdapat kontradiksi antara dua nash yang kedua-duanya 

berfaidah mendatangkan manfaat atau kedua-duanya berfaidah menolak 
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 Abdul Latif al-Barzanji, At-Ta’arudl wa at-Tarjih baina al-Adillah as-Syariah, juz 1, 230. 
139

 Musthofa Muhammad Jabari Syamsuddin, 36. 
140

 Musthofa Muhammad Jabari Syamsuddin, 37-38.   
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mafsadat akan tetapi nash yang pertama mafsadat atau manfaatnya lebih 

besar dari pada yang kedua maka nash pertama mentarjih nash yang 

kedua. 

c. Apabila terdapat kontradiksi antara dua nash yang salah satunya 

berfaidah mendatangkan manfaat duniawi dan nash yang kedua 

berfaidah mendatangkan manfaat ukhrowi maka nash kedua mentarjih 

nash yang pertama. Apabila terdapat kontradiksi antara dua nash yang 

satu berfaidah menolak mafsadat duniawi dan yang kedua berfaidah 

menolak mafsadat ukhrowi maka nash kedua mentarjih nash yang 

pertama. Apabila terdapat kontradiksi antara dua nash yang satu 

berfaidah mendapatkan manfaat duniawi dan yang kedua berfaidah 

menolak mafsadat ukhrowi maka nash yang kedua mentarjih nash yang 

pertama. Apabila terdapat kontradiksi antara dua nash yang satu 

berfaidah menolak mafsadat duniawi dan yang kedua berfaidah 

mendapatkan manfaat ukhrowi maka yang kedua mentarjih yang 

pertama. 

d. Apabila terdapat kontradiksi antara dua nash dan kedua-duanya 

berfaidah mendatangkan maslahat atau menolak mafsadat namun nash 

yang pertama mafsadat atau manfaatnya bersifat umum dan yang kedua 

bersifat khusus maka yang kedua mentarjih yang pertama.  

e. Apabila terdapat kontradiksi antar dua nash dan kedua-duanya berfaidah 

mendatangkan maslahat atau menolak mafsadat namun tidak harus 
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disegerakan sedangkan nash yang kedua manfaat atau mafsadatnya 

menuntut untuk disegerakan maka nash yang kedua mentarjih nash 

yang pertama. 

Dalil-dalil yang digunakan sebagai landasan berargumen oleh kedua 

belah pihak pasti memiliki salah satu dari dua sisi jalbu al-manfaat dan 

dar’u al-mafsadat. Kaidah ini merupakan kaidah inti yang mendasari setiap 

hukum Islam sehingga apapun hukum yang tercipta dari sebuah nash pasti 

terdapat salah satu aspek menarik manfaat atau menolak mafasadat. 

Dalil para Jumhur yang mensyaratkan adanya wali dalam akad nikah, 

di dalamnya terdapat aspek menolak kemafsadatan yakni kekhawatiran akan 

kesalahan memilih suami karena mayoritas perempuan memiliki pikiran 

yang pendek serta lebih dominan menggunakan perasaan sehingga mudah 

terpancing hawa nafsu atas cinta yang semu. Oleh karena itu disyaratkannya 

wali merupakan sebuah upaya untuk penanggulangannya.
141

  

Sedangkan dalil yang digunakan oleh mazhab Hanafi mengandung 

unsur jalb al-manfaat yakni kebebasan seorang perempuan untuk menjadi 

pelaku dalam akad nikahnya sebagaimana kebabesannya dalam akad-akad 

yang lain. Tidak melarang atau membatasi hal ini merupakan sebuah 

maslahat sehingga seorang perempuan dapat memilih hal positif dari calon 
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 Ali Hasbullah, Al-Zuaj fi al-Syariah al-Islamiyah (Mesir : Dar Nahr al-Nail, tt), 129 
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suaminya seperti mahar serta istimta’ yang mana kedua masalah ini secara 

kasat mata tidak membutuhkan pertimbangan wali.
142

 

Langkah selanjutnya adalah melakukan tarjih di antara kandungan 

kedua dalil yang telah dipakai di dalam argumentasi kedua belah pihak. 

Diketahui bahwa argumentasi Jumhur ulama mengandung aspek dar’u al-

mafsadat sedangkan argumentasi ulama Hanafiyah mengandung aspek jalbu 

al-manfaat. Sesuai dengan teori terjih yang berlaku bahawa apabila terjadi 

kontradiksi antar kedua nash, yang satu mengandung aspek jalbu al-manfaat 

sedangkan nash yang kedua mengandung aspek dar’u al-mafsadat  maka 

nash yang kedualah yang dimenangkan. Sehingga dalam poin ini dalil dari 

Jumhur ulama serta argumentasinya diunggulkan daripada dalil dan 

argumentasi yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah.  

2. Aspek  Pertimbangan Maslahat
143

 

Kaidah lanjutan ini merupakan turunan dari kaidah sebelumnya yakni 

kaidah jalbu al-masholih (mendatangkan kemanfaatan). Yang dimaksud 

dengan tiga tingkatan kemaslahatan adalah maslahat yang bersifat dlaruriy, 

hajiy dan tahsiniy. 

Yang dimaksud dengan maslahat yang bersifat dlaruriy (sebagian 

ulama menamakannya juga dengan dar’u al-mafsadat) adalah maslahat 

primer yang bilamana maslahat ini tidak ada maka tidak ada pula sesuatu 
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Ali Hasbullah, Al-Zuaj fi al-Syariah al-Islamiyah, 129. 
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 Musthofa Muhammad Jabari Syamsuddin, 40-41. 
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yang urgen seperti halnya nyawa. Sedangkan yang dimaksud dengan 

maslahat yang bersifat hajiy (sebagian ulama menamakannya juga dengan 

jalb al-maslahat) adalah maslahat sekunder yang dengan adanya maslahat 

ini  membantu mempermudah atau menghasilkan manfaat, serta ketika 

maslahat ini hilang tidak ada sesuatu yang urgen juga ikut hilang. Sementara 

yang dimaksud dengan maslahat yang bersifat tahsiniy (sebagian ulama 

menyebutnya dengan al-tatimmat) adalah maslahat tersier yang tidak 

termasuk primer dan sekunder namun masuk kategori kemuliaan berakhlak 

atau mengikuti hal-hal baik dalam bermanhaj.
144

  

Maslahat dlaruriy adalah inti dari seluruh maqashid syariah. Maslahat 

ini juga merupakan asal dari maslahat hajiy dan tahsiniy. Barangsiapa yang 

menghilangkan maslahat dlaruriy maka ia juga menghilangkan maslahat 

hajiy dan tahsiniy namun tidak sebaliknya karena maslahat dlaruriy seperti 

fardlu sedangkan hajiy seperti sunnah dan tahsiniy seperti perkara-perkara 

penting namun bukan merupakan sunnah.
145

  

Hukum-hukum syariah yang ditetapkan untuk melestarikan hal-hal 

dlaruriy lebih penting serta lebih utama untuk dijaga kelestariannya, baru 

kemudian di bawahnya terdapat hal-hal hajiy yang merupakan penyempurna 

hal-hal dlaruriy. Dan yang terakhir adalah hal-hal tahsiniy yang merupakan 
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 Muhammad bin Husain al-Jizani, Ma’alim Ushu al-Fiqh ‘inda Ahli al-Sunnah wa al-

Jama’ah (Bairut: Dar Ibn al-Jauzi, 1427 H), 239.  
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 Wahbah al-Zuhaili,  Al-wajiz fi Ushulil Fiqh,  224. 
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penyempurna dari hal-hal hajiy. Mukammilah
146

 hal dlaruriy patut 

diutamakan dibanding hal-hal hajiy atau tahsiniy.  

Oleh karena itu, tidaklah dimenangkan hukum yang bersifat tahsiniy 

apabila pelestariannya berdampak terhadap batalnya hukum hajiy atau 

dlaruriy. Oleh karena itu diperbolehkan membuka aurat dalam kondisi 

darurat atau ketika ada hajat seperti pengobatan. Karena penjagaan terhadap 

jiwa merupakan hal yang sangat dlaruriy dan sesuatu yang berkaitan dengan 

hal ini juga termasuk dalam hal dlaruriy. Sedangkan menutup aurat termasuk 

dalam kategori tahsiniy maka tidak bisa dimenangkan melawan hal dlaruriy 

atau hajiy. Begitu juga kebolehan memakan bangkai pada situasi genting 

karena merupakan upaya penjagaan terhadap jiwa, sedangkan mencegah 
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 Mukammilah maslahah adalah penguat terhadap tiga maslahat yang telah disebutkan. 

Allah menciptakan hukum lain sebagai penyempurna tehadap hukum-hukum yang telah ditetapkan 

menurut maslahat secara dloruriy, hajiym dan tahsiniy yang bilamana hilang salah satunya tidaklah 

menjadi hilang hukum asalnya.  

Di antara contoh-contoh mukammilah maslahat dloruriy adalah sholat jamaah, adzan, dan 

iqomah terhadap keabsahan sholat yang juga merupakan aspek syiar agama dan menyempurnakannya. 

Keharaman sedikit khamar juga merupakan contoh mukammilah maslahah dloruriy karena meminum 

sedikit khamar bisa berpotensi memiliki efek kecanduan. Hal ini merupakan mukammilah maslahat 

melestarikan akal. Keharaman memandang wanita yang bukan mahrom serta berkhalwat merupakan 

pencegahan terhadap berbuat zina hal ini merupakan mukammilah maslahat terhadap pelestarian 

kehormatan serta nasab dan juga merupakan implementasi dari kaidah mewajibkan apa yang tidak bisa 

sempurna kecuali dengan kewajiban itu sendiri.  

Adapun contoh mukammilah maslahat hajiy adalah persyaratan kafa’ah di antara dua 

mempelai sebagai upaya keserasian di antara keduanya, adanya persyaratan mahar mitsil ketika tidak 

menyebutkan mahar dalam akad, dan larangan terhadap jual beli ghoror serta tidak diketahui rincian 

jelasnya.  

Adapun contoh mukammilah maslahat tahsiniy adalah tata krama dalam berhadas serta 

sunnah-sunnah dalam bersuci, infaq sedekah terhadap pekerjaan-pekerjaan yang bernilai baik serta 

memilih hewan paling baik untuk disembelih.  

Maslahat hajiy seakan-akan merupakan penyempurna maslahat dloruriy, maslahat tahsiniy 

seakan-akan merupakan penyempurna dari maslahat hajiy. Hal ini dikarenakan maslahat dloruriy 

adalah inti dari maslahat. (Baca: Wahbah al-Zuhaili,  Al-wajiz fi Ushul al-Fiqh,  223-224). 
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untuk memakan sesuatu yang tidak higienis merupakan hal yang bersifat 

tahsiniy. 
147

  

Adapun model tarjih yang memungkinkan untuk diterapkan melalui 

kaidah ini adalah sebagai berikut: 

a. Apabila terdapat kontradiksi antara dua nash dan yang pertama berisi 

hukum yang bersifat dlaruriy dan yang kedua berisi hukum yang 

bersifat hajiy atau tahsiniy maka nash yang pertama mentarjih nash 

yang kedua.  

b. Apabila terdapat kontradiksi antara dua nash dan yang pertama berisi 

hukum yang bersifat hajiy dan yang kedua berisi hukum yang bersifat 

tahsiniy maka nash yang pertama mentarjih nash yang kedua. 

c. Apabila terdapat kontradiksi antara dua nash dan yang pertama berisi 

penyempurna dari hukum yang bersifat dlaruriy dan yang kedua berisi 

hukum yang bersifat hajiy atau penyempurnanya maka nash yang 

pertama mentarjih nash yang kedua. 

d. Apabila terdapat kontradiksi antara dua nash dan yang pertama berisi 

penyempurna hukum yang bersifat hajiy dan yang kedua berisi hukum 

yang bersifat tahsiniy atau penyempurnanya maka nash yang pertama 

mentarjih nash yang kedua. 

Sebagaimana diketahui pada pembahasan sebelumnya bahwasannya 

aspek pertimbangan maslahat adalah kaidah turunan dari aspek jalb al-
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 Wahbah al-Zuhaili,  Al-wajiz fi Ushul al-Fiqh,  226. 
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manfaat wa dar’ al-mafsadat. Oleh karena itu, sebuah maslahat atau manfaat 

yang sudah dianalisa pada pembahasan sebelumnya akan dipertimbangkan 

kemaslahatannya pada fokus pembahasan kali ini. 

Argumentasi yang dikemukakan oleh Jumhur ulama pada pembasan 

sebelumnya mengandung makna dar’ al-mafsadat  , namun sebagaimana 

diketahui bahwasanya dar’ul mafsadat itu sendiri sejatinya merupakan 

sebuah manfaat ataupun masalahat. Maslahat yang terkandung di dalam 

argumentasi Jumhur ulama adalah sebuah upaya preventif seorang wali 

untuk kelanggengan dan keberlangsungan pernikahan, dikeranekan 

pernikahan adalah akad yang sakral (bukan remeh) yang di dalamnya 

terdapat berbagai macam tujuan untuk terciptanya sebuah keluarga.
148

 

Sedangkan aspek maslahat yang terkandung dalam argumentasi ulama 

Hanafiyah ialah kebebasan seorang perempuan untuk melaksanakan segala 

interaksi yang berhubungan dengan harta seperti jual beli dan akad gadai, 

sehingga ia juga dibebaskan untuk melaksanakan akad nikahnya sendiri. 

Karena sejatinya hal ini adalah murni hak seorang perempuan.
149

 

Setelah mengetahui aspek manfaat atau maslahat yang tersimpan di 

dalam kedua argumentasi di atas tahapan selanjutnya adalah 

mengidentifikasi kedua maslahat tersebut apakah masuk dalam katagori 

dlaruriy, hajiy, atau tahsiniy. Maslahat yang terkandung dalam argumentasi 
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 Wahbah al-Zuhaili, Mausuat al-Fiqh al-Islamiy wa al-Qodloya al-Muashirah, juz 8, 197. 
149

 Wahbah al-Zuhaili, Mausuat al-Fiqh al-Islamiy wa al-Qodloya al-Muashirah, juz 8,, 196. 
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Jumhur ulama dapat tergolong kepada maslahat yang dlaruriy karena 

berkaitan dengan dar’ al-mafsadat  . Sedangkan masalahat yang terkandung 

dalam argumentasi Hanafiyah termasuk dalam maslahat yang bersifat hajiy 

karena berkaitan dengan jalb al-manfaat. 

Langkah selanjutnya adalah melakukan tarjih di antara kedua 

maslahat ini berdasarkan teori tarjih yang telah berlaku yakni apabila 

terdapat kontradiksi antara dua nash dan yang pertama berisi maslahat yang 

bersifat dlaruriy dan yang kedua berisi maslahat yang bersifat hajiy atau 

tahsiniy maka nash yang pertama mentarjih nash yang kedua. Sehingga 

dalam poin ini argumentasi dari ulama Jumhur diunggulkan atas argumentasi 

ulama Hanafiyah.  

3. Aspek al-Dlaruriyat al-Khoms
150

 

Aspek-aspek ini terkadang juga dibahasakan dengan al-ushul al-khoms 

yang seluruhnya dapat digambarkan dalam lima hal: agama, jiwa, akal, 

regenerasi, dan harta benda. Adapun model tarjih yang memungkinkan bisa 

terjadi dalam kaidah ini adalah sebagai berikut: 

a. Apabila terdapat kontradiksi antara dua nash dan yang pertama 

menuntut untuk memelihara agama dan yang kedua menuntut untuk 

memelihara jiwa maka yang pertama mentarjih yang kedua. Begitu juga 

seterusnya sesuai dengan urutan dan tingkatannya. 
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 Musthofa Muhammad Jabari Syamsuddin, 44. 
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b. Apabila terdapat kontradiksi antara dua nash dan yang pertama 

menuntut untuk memelihara penyempurna agama (bukan agama secara 

langsung) sedangkan yang kedua menuntut untuk memelihara jiwa 

maka nash yang pertama mentarjih nash yang kedua. Begitu juga 

seterusnya berurutan sesuai tingkatan. Dan perlu diketahui posisi 

penyempurna sebuah aspek berkedudukan sama dengan aspek tersebut. 

c. Apabila terdapat kontradiksi antara dua nash dan nash yang pertama 

menuntut akan adanya salah satu dari lima aspek urgen ini dan nash 

yang kedua menuntut untuk ketiadaannya maka nash yang pertama 

mentarjih nash yang kedua. 

Aspek al-Dlaruriyat al-Khoms memiliki tingkatan mengenai urgensi 

maqashid itu sendiri. Setiap tingkatannya menunjukkan urgensitas yang 

berbeda dengan yang lain. Dikatakan bahwa setiap hukum yang tercipta 

tidaklah luput harus berdasarkan salah satu dari kelima aspek ini yang secara 

tingkatan merupakan upaya penjagaan terhadap lima hal berikut:  agama; 

jiwa; akal; regenerasi; dan harta benda. Oleh sebab itu, hukum-hukum yang 

di dalamnya mengandung unsur penjagaan atau pelestarian terhadap salah 

satu dari kelima hal ini maka hukum ini mengandung sebuah maslahat, 

namun setiap hukum yang tidak mengandung salah satu dari kelima unsur ini 
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maka dianggap mafsadat dan menghilangkannya  merupakan sebuah 

maslahat.
151

  

Jumhur ulama secara tegas menyaratkan wali sebagai keabsahaan 

sebuah akad nikah sebagai upaya preventif secara tidak langsung 

mengandung unsur hifdz al-nasl (penjagaan terhadap regenerasi keturunan) 

karena dalam argumentasinya wali merupakan seseorang yang dapat 

memandang secara jernih terhadap kemaslahatan maula alaih. Sehingga 

dengan adanya upaya ini unsur penjagaan terhadap regenerasi keturunan 

dapat terjaga dari segi kejelasan nasab serta hal-hal yang berkaitan dengan 

permasalahannya.  

Sedangkan kebolehan melaksanakan akad nikah tanpa adanya wali 

yang dipaparkan oleh ulama Hanafiyah sangat bertolak belakang dengan 

Jumhur ulama, sehingga terkesan secara tidak langsung malah 

menghilangkan unsur hifdz al-nasl. Akad nikah yang dilakukan tanpa adanya 

wali (apalagi tanpa sepengetahuannya) bisa dikatakan sangat mirip dengan 

legalisasi perzinahan karena tidak adanya pengawasan yang cukup yang 

mampu melindungi kesakralan pernikahan itu sendiri.  

Namun, hukum yang dicetuskan oleh Imam Hanafi tidak bisa secara 

langsung dikatakan sebagai hukum yang tidak berdasarkan al-dlaruriyat al-

khoms. Kebolehan menikah tanpa wali dalam mazhab Hanafi haruslah 

memenuhi dua syarat antar yakni kafa’ah dan maharnya tidak boleh kurang 
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 Musthofa Muhammad Jabari Syamsuddin, 44.   



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

88 

 

dari mahar mitsil. Bila seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri 

dengan seorang laki-laki yang tidak sekufu dan maharnya di bawah standart 

umum maka walinya memiliki hak untuk menentang dan meminta hakim 

untuk membatalkan pernikahannya
152

 

Adanya kedua syarat ini seakan-akan menempat-nempati kedudukan 

wali dalam pernikahan yakni sebagai sarana untuk melindungi akad nikah 

dengan menjadikannya tetap sebagai akad yang sakral sehingga tercipta pula 

hifzd al-nasl sebagaimana argumentasi yang disampaikan oleh ulama 

Jumhur.  

Kontradiksi yang terjadi terhadap dua argumentasi pada pembahasan 

kali ini sama-sama memiliki aspek hifzd al-nasl sehingga secara teoritis 

sama-sama kuat untuk dipertentangkan. Namun dalam diskursus kaidah fikih 

terdapat sebuah teori mengenai kontradiksi yang masyhur diketahui 

sebagaimana berikut:
153

 

 يدفع أعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما ويحصل أعلى المصلحتين بتفويت أدناهما
Mafsadat paling besar dihilangkan dengan memangkan mafsadat 

yang ringan, sedangkan maslahat paling tinggi dapat dihasilkan 

dengan menggugurkan maslahat yang rendah.  

Berdasarkan kaidah di atas tentu dapat terlihat mana mansalahat 

yang paling tinggi dan mana maslahat yang rendah. Menyaratkan wali 

dalam akad nikah adalah gambaran dari a’la al-maslahat dibandingkan 
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  Wahbah al-Zuhaili, Mausuat al-Fiqh al-Islamiy wa al-Qodloya al-Muashirah, juz 8, 196. 
153

  Muhammad bin Husain al-Jizani, 356. Walid bin Rasyid al-Sa’idan, Talqih al-Afham al-

‘Aliyah bi Syarhi al-Qawa’id al-Fiqhiyah (al-maktabah al-syamilah), juz 3, 9. 
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dengan memperbolehkan perempuan menikahkan dirinya sendiri dengan 

syarat calonnya harus sepadan dan maharnya tidak di bawah standart. 

Oleh karena itu argumentasi Jumhur mengalahkan argumentasi Hanafiyah 

dipandang dari segi al-dlaruriyat al-khoms. 

Pada akhirnya, setelah mengaplikasikan metode tarjih maqashidiy dapat 

diketahui secara pasti bahwa dari ketiga aspek penentu metode ini, semuanya 

dimenangkan oleh pendapat jumhur. Sehingga dalam diskursus kontradiksi nash 

persyaratan wali dalam akad nikah dalil yang dipakai oleh jumhur ulama dinilai 

lebih unggul dan mentarjih dalil yang dipakai oleh ulama Hanafiyah. Hasil 

pentarjihan ini juga selaras dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 19 yang 

menerangkan bahwa wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi untuk 

keberlangsungan sebuah akad nikah. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

1. Jumhur ulama secara tegas berargumentasi bahwa eksistensi wali merupakan 

syarat bagi sahnya sebuah akad nikah sehingga dengan tidak adanya wali 

dapat menjadikan akad nikah menjadi batal. Dalil-dalil yang menjadi 

landasan dari argumentasi ini antara lain ialah; QS. An-Nur ayat 23, QS. Al-

Baqarah ayat 221, hadist Abi Musa, hadist Ma’qil bin Yassar, dan hadist dari 

Sayyidah Aisyah. Jumhur Ulama menganggap pernikahan merupakan 

sebuah prosesi serius serta ibadah yang paling panjang yang memiliki tujuan 

yang bermacam-macam dalam membangun keluarga, ketenangan, serta 

kelanggengan dalam menjalaninya. Seorang laki-laki dengan pengetahuan  

yang luas dalam masalah kehidupan dianggap lebih mampu untuk menjaga 

intisarinya dibanding perempuan yang pengetahuannya terbatas oleh tempat 

dan waktu. Oleh karena itu, pelimpahan tanggung jawab kepada walinya 

merupakan sebuah kemaslahatan. Sementara itu ulama Hanafiyah 

berpendapat bahwa keberadaan wali bukanlah hal penting terkait keabsahan 

sebuah akad nikah sehingga seorang wanita dapat menikahkan dirinya 

sendiri dengan shigatnya sendiri. Dalil-dalil yang mereka pakai antar lain 

ialah; QS. Al-Baqarah ayat 234, QS. Al-Baqarah ayat 230, QS. Al-Baqarah 
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ayat 232, serta hadiss dari Ibn Abbas. Ulama Hanafiyah menganggap 

perempuan dipandang bisa leluasa melakukan akad jual beli sehingga ulama 

Hanafiyah juga memberikannya kebebasan untuk melaksanakan akad nikah. 

Adanya konsep wali dalam akad nikah Hanafiyah tidaklah bertentang 

dengan kebebasan perempuan untuk melaksanakan akad nikahnya sendiri. 

Konsep wali dalam akad nikah Hanafiyah dapat berlaku dalam keadaan 

perempuan menggunakan haknya secara sembrono dan menikah tanpa 

adanya kafa’ah, karena ketika perempuan menggunakan haknya secara 

sembrono maka aibnya juga merupakan aib walinya. 

2. Implementasi tarjih maqashidiy terhadap dalil yang mendasari perbedaan 

pendapat perihal persyaratan wali dalam akad nikah sangatlah tergantung 

pada tiga hal; aspek jalb al-manfa’at wa dar’ al-mafsadat, aspek 

pertimbangan maslahat serta aspek al-dlaruriyat al-khams. Setelah menelaah 

dalil dari kedua belah pihak dan mempertimbangkan dalil tersebut dengan 

tiga aspek ini diketahui bahwa dalil Jumhur Ulama mengandung dar’ al-

mafsadat. Sedangkan dalil ulama Hanafiyah mengandung jalb al-manfa’at. 

Dipandang dari segi maslahat, dalil yang dipakai oleh Jumhur Ulama 

mengandung maslahat yang bersifat dlaruriy sedangkan dalil yang 

digunakan oleh ulama Hanafiyah mengandung maslahat yang bersifat hajiy. 

Dalam pertimbangan aspek ketiga, baik dalil Jumhur Ulama ataupun ulama 

Hanafiyah sama-sama mengindikasikan unsur hifdz al-nasl namun setelah 

dianalisa lebih jauh hifdz al-nasl yang ditawarkan oleh Jumhur Ulama 
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dipandang lebih maslahat dibandingkan yang ditawarkan ulama Hanafiyah. 

Oleh karena itu, setelah melalui proses tarjih maqashidiy dengan 

menggunakan pendekatan melalui tiga aspek di atas dapat diketahui bahwa 

dalil yang digunakan Jumhur Ulama dipandang lebih unggul dibandingkan 

dalil yang dipakai oleh ulama Hanafiyah.  

 

B. Saran  

1. Untuk Para Penulis: Edukasi mengenai ikhtilaf antar ulama haruslah 

dijelaskan sedetail mungkin disertai penjelasan mengenai etika bermazhab 

dan bahaya akan adanya praktik talfiq (mencampuradukkan mazhab). Dalam 

kenyataannya, masyarakat awam hanya menerima informasi perihal ikhtilaf 

antara ulama saja sehingga seakan-akan mereka dapat sesuka hati mengikuti 

pendapat ulama mana yang mereka inginkan. Padahal sesuai dengan 

ketetapan para ulama bahwa talfiq dihukumi sebagai praktik yang 

diharamkan dan sebisa mungkin dihindari. Sebagaimana khilaf yang terjadi 

pada masalah persyaratan wali dalam akad nikah, sebagian anak muda 

khususnya mahasiswa awam menggunakan pendapat Imam Hanafi sebagai 

legalisasi berpacaran namun tidak tahu pasti bagaimana praktik dan 

konsekuensinya sehingga kemungkinan besar terjadi praktik yang salah atau 

minimal membawanya kepada bahaya talfiq. 

2. Untuk Lembaga Pendikan dan Riset: Sedikit sekali literasi berbahasa 

Indonesia mengenai metode tarjih maqashidiy yang dapat diakses dan 
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ditemukan. Harapannya berbagai lembaga pendidikan dan riset lebih 

memperbanyak bahasan mengenai topik ini sehingga mudah didapat dan 

selanjutnya dapat menjadi bahan penelitian. Dan di taraf akhir, metode ini 

dapat diketahui oleh lapisan jajaran akademisi dan lebih luasnya lagi 

terhadap masyarakat terpelajar. 

3. Untuk Masyarakat Umum: Kebebasan dalam berpikir, berkehendak, serta 

menentukan sikapnya dalam pernikahan yang mendasari kebolehan 

perempuan melakukan akad nikah tanpa adanya wali pada masa kini 

sepertinya sudah tidak berlaku. Pergantian zaman menuju zaman yang penuh 

fitnah membuktikan bahwa pemikiran pemudi pada zaman ini belum cukup 

matang dan masih membutuhkan pengawasan dari orang tua (wali). 
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